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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż zet (dengan titik diatas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) 
ع „ain  apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 




ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah   Apostrof 
ى Ya Y Ye 
Hamzah (ء  yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa di eri 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir  maka ditulis dengan tanda  
    . 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 
Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a A 
َ ا Kasrah i I 
َ ا ḍammah u U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َي fatḥah dan y  




 َو fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh: 
فيك : kaifa 
ل ىه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 




Nama Huruf  dan tanda Nama 
 َي… / َ ا …. Fatḥah dan alif atau y  
    a dan garis di atas 
ي Kasrah dan y  ī i dan garis di atas 
و ḍammah dan wau Ữ u dan garis di atas 
Contoh: 
ت ام : m ta 
ًمر : ram  
ميق : qīla 
ت ىمي : yamūtu 
4. Tā marbūṭah 
Tramsliterasi untuk tā’ mar ūṭah ada dua yaitu: tā’ mar ūṭah yang hidup 
atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). 
sedangkantā’ mar ūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ mar ūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 





ل افط لاا ةض ور : rauḍah al-aṭf l 
ةهض افنا ةىيدمنا : al-madīnah al-f ḍilah 
ةمكحنا  : rauḍah al-aṭf l 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Ara  dilam angkan 
dengan se uah tanda tasydīd   ﹼ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
اىبر : ra  an  
اىيجو : najjain  
قحنا : al-ḥaqq 
معو : nu”ima 
ودع : „duwwun 
Jika huruf  ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ـــــؠ    maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
Contoh: 
يهع : „Ali   ukan „Aliyy atau „Aly  
يبرع : „Ara ī   ukan „Ara iyy atau „Ara y  
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا 
 alif lam ma‟arifah . Dalam pedoman transliterasi ini  kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar ( - ).  Contoh : 
سمشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةن زنازنا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ةفسهفنا : al-falsafah 
دلابنا : al-  il du 
7. Hamzah. 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof   „   hanya  erlaku  agi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletah di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
نورمات : ta‟murūna 




ءيش : syai‟un 
ترما : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 
kata al-Qur‟an  dari al-Qur‟ n   Alhamdulillah  dan munaqasyah. Namun   ila 
kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 
ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
Fī Ẓil l al-Qur‟ n 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍ  ilaih  frasa nominal   ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
الله هيد    dīnull h  الله اب   ill h 
Adapun tā’ mar ūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jal lah  ditransliterasi dengan huruf  t .contoh:  
 مهههنا ةمحر يف  hum fī raḥmatill h 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap dengan huruf awal 
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 
kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-
). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh: 
Wa m  Muḥammadun ill  rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‟a linn si lallaẓī  i  akkata mu  rakan 
Syahru Ramaḍ n al-lażī unzila fih al-Qur‟ n 




A ū Naṣr al-Far  ī 
Al-Gaz lī 
Al-Munqiż min al-Ḋal l 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata I nu  anak dari  dan A ū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:  
A ū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd  ditulis menjadi: I nu Rusyd  A ū al-
Walīd Muḥammad   ukan: Rusyd  A ū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥ mid A ū Zaīd  ditulis menjadi: A ū Zaīd  Naṣr Ḥ mid   ukan: 
Zaīd  Naṣr Ḥ mid A ū . 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  : subḥ nahū wa ta‟ l  
saw.  : ṣallall hu „alaihi wa sallam 
a.s.  : „alaihi al-sal m 
H  : Hijrah 
M  : Masehi 
SM  : Sebelum Masehi 
l.  : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  : Wafat tahun 
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imr n/3: 4 














NAMA : SINTA 
NIM  : 10800112088 
JUDUL : KENAIKAN PTKP TERHADAP PENERIMAAN PPH PASAL 
21 DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR 101/PMK.010/2016 TENTANG PENYESUAIAN 
BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK PADA 
KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetaui pengaruh kenaikan PTKP 2016 
terhadap penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Makassar Selatan, apakah 
penerimaan pajak penghasilan PPh Pasal 21 akan berkurang atau bertambah. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 
eksploratif deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. 
Teknik pengumpulan data penelitian ini  yaitu dengan melakukan dokumentasi 
dan wawancara langsung kepada pihak yang berkepentingan selain itu ada 
beberapa data sekunder pendukung lainnya dari situs resmi entitas.  
Hasil penelitian menemukan bahwa penerimaan PPh pasal 21 sebelum dan 
sesudah penyesuaian besarnya PTKP 2016 di KPP Pratama Makassar Selatan 
dengan menghitung SPM dan MPN, penerimaan PPh pasal 21 pada tahun 2016 
cenderung lebih sedikit yaitu 42% dibanding dengan penerimaan PPh pasal 21 
pada tahun 2015 yaitu 45%, namun dengan kenaikan PTKP 2016 ini memberikan 
pengaruh terhadap daya beli masyarakat, hal ini dikarenakan banyak wajib pajak 
yang gaji atau upahnya tidak mencukupi penghasilan tidak kena pajak yaitu Rp. 
4.500.000,- perbulannya sehingga mereka akan lebih banyak untuk 
membelanjakan uang mereka untuk keperluan konsumsi sehingga hal ini dapat 
meningkatkan daya beli masyarakat itu sendiri. Selain itu kepatuhan wajib pajak 
di KPP Pratama Makassar Selatan dengan menghitung rasio wajib pajak yang 
telah membayar pajak terutang tepat waktu dengan jumlah  wajib pajak 
mengalami kenaikan. Hal ini terbukti pada tahun 2016 tingkat kepatuhan wajib 
pajak meningkat menjadi 98,82% dari tahun tahun sebelumnya. Jadi tingkat 
kepatuhan wajib pajak sebelum dan setelah adanya PTKP 2016 secara umum 
meningkat namun memang tidak terlalu signifikan. 
Kata Kunci: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, 











A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus 
dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat 
baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu 
banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Usaha memandirikan 
bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali 
sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berwujud pajak yang harus terus 
diupayakan dan perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat (Waluyo, 2000). 
Pajak dalam islam dikenal dengan nama adh-dharibah atau bisa juga 
disebut al-maks yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para 
penarik pajak. Dalam islam para ulama dari zaman sahabat, tabi’in hingga 
sekarang berbeda pendapat di dalam  menyikapi pajak. Pendapat pertama 
menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum 
muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat . Pendapat 
kedua menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika memang 
negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan ini pun 





berdasarkan hukum, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-
Isra‟/17; 26:                         
Terjemahnya: 
26. “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, 
kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu 
menghambur-ham urkan  hartamu  secara  oros”. 
 
Ayat diatas menunjukkan bahwa orang-orang fakir dan miskin mempunyai 
hak yang harus ditunaikan oleh orang-orang kaya. Sebab pada setiap harta yang 
dimiliki merupakan hasil bantuan orang lain. Memberi kepada orang lain 
merupakan perbuatan yang sangat mulia karena dapat meringankan beban orang 
lain, sementara menghambur-hamburkan harta merupakan perbuatan yang sangat 
tercela. Oleh sebab itu, sebagi warga negara kita diwajibkan untuk membayar 
pajak guna keperluan orang banyak. Meskipun dalam Al-Qur‟an melarang praktik 
pajak, tapi sebagai seorang muslim kita diwajibkan untuk mentaati pemimpin. 
Artinya bahwa selama pemerintah dari pemimpin tersebut tidak melakukan 
kemaksiaatan, maka kita wajib untuk mentaatinya. Rasulullah SAW juga 
berwasiat kepada kaum muslimin agar selalu taat kepada pemimpin, dalam hadist 
yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim (1203) yang artinya: 
“I n A  as r.a.  erkata: taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah 
dan pemerintah dari golonganmu. Ayat ini turun mengenai Abdullah Bin 
Hudzaifahbin qais bin Adi ketika diutus oleh nabi saw. Memimpin suatu 
pasukan”. 





“Abu Huraairah r.a. berkata: rasulullah saw bersabda: Siapa yang taat 
kepadaku maka berarti taat kepada Allah, dan siapa yang maksiat kepadaku 
maka maksiat kepada Allah, dan siapa yang taaat kepada pemimpin yang 
aku angkat berarti taat kepadaaku dan siapa yang melanggar amier yang aku 
angkat berarti melanggar kepadaku (Bukhari  Muslim ”. 
Dalam hadist 1205, yang artinya: 
“A dullah Bin Umar r.a.  erkata: Na i saw  ersa da: mendengaar dan taat 
itu wajib bagi seorang dalam apa yang ia suka atau benci, selama ia tidak 
diperintah berbuat maksiat, maka jika diperintah maksiat maka tidak wajib 
mendengar dan tidaak waji  taat  Bukhari  Muslim ”. 
Dalam hadist 1206, yang artinya: 
“Ali r.a. berkata: Rasulullah saw mengirim pasukan dan diserahkan 
pemimpinnya kepadaa seorang sahabat Anshar, tiba-tiba ia marah kepada 
merekaa dan berkata: Tidaklah Nabi saw telah menyuruh kalian menurut 
kepadaku? Jawab mereka benar. Kini aaku perintahkan kalian supaya 
mengumpukan kayu daan menyalakan api, dan ketika akan masuk kedalam 
api satu sama lain pandang memandang dan berkata: kami mengikuti Nabi 
saw, hanya karena takut kepada api, apakah kami akan memasukinya. 
Kemudian tidak lama padamlah api dan redah juga marah pemimpin itu, 
kemudian kejadian itu diberitakan kepada Nabi saw maka sabda Nabi saw: 
Andaikan mereka masuk api itu niscaya tidak akan keluaar selamanya. 
Sesungguhnyaa waji  taat hanya dalam ke aikan  Bukhari  muslim ”. 





“Junadah Bin A i Ummayah  erkata: kami maasuk kepada U adah A i Ash 
Shamit ketika ia sakit, maka kami berkata: semoga Allah menyembuhkan 
engkau, ceritakan kepada kami hadist yang mungkin berguna yang pernah 
engkau mendengarnya dari Nabi saw. Maka berkata Ubadah: Nabi saw 
memanggil kami, maka kami baiat itu: harus mendengar dan taat di dalam 
suka, duka, ringan, dan berat, sukar dan mudah atau bersaingan 
(monopoli/kekuasaan) dan supaya kami tidak menentang suatu urusan dari 
yang berhak kecuali jika melihat kekafiran terang-terangan ada bukti nyata 
dari ajaran Allah  Bukhari  Muslim ”. 
Dari hadist-hadist diatas dapat dianalisa bahwa kita diwajibkaan untuk 
mentaati para pemimpin kita, sebagaimana dijelaskan dalm hadist 1203 dan hadist 
1204 diatas, hal ini diwajibkan karena taat kepada pemimpin merupakan cerminan 
dari ketaatan kita kepada Nabi saw dan Allah SWT. Pada hadist 1205 dan 1207 
diatas memberikan penegasan kepada kita bahwa ketaatan kita kepada pemimpin 
tidak dibatasi rasa suka atau tidak suka, ringan atau berat, sulit atau mudah 
perintah pemimpin tersebut, namun kita wajib taat dalam situasi apapun. Meski 
demikian, ketaatan kita terhadap pemimpin bukanlah taat secara membabi buta, 
namun kita harus tetap berpegang teguh terhadap syariat Allah dan kebaikan, 
artinya ketaata kita hanya diperuntukan bagi pemimpin yang menjalankan syariat 
Allah dan kemaslaahatan ummat, apabila pemimpin tersebut memerintahkan 
dalam hal maksiat maka kita diwajibkan untuk tidak taat, hal ini dijelaskan dalam 





Pajak merupakan pendapatan negara terbesar mencapai Rp. 1.360,2 triliun 
atau 75 % dan digunakan untuk membiayai hampir 70% pembangunan 
infrastruktur dan fasilitas negara lainnya yang dapat mewujudkan masyarakat 
yang adil, makmur dan merata (Informasi APBN, 2016). Undang-Undang No. 28 
tahun 2007 pasal 1 menjelaskaan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara 
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Sedangkan menurut para ahli, diantaranya Imaniyah (2008) mendefinisikan pajak 
sebagai kewajiban untuk tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat 
berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu atau imbalan 
secara langsung. Menurut Oktafiani dan waluyo (2015) pajak merupakan sumber 
pendapatan terbesar negara khususnya berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). Pajak 
penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang merupakan komponen terbesar dari 
penerimaan negara yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang 
di terima atau diperoleh dalam tahun pajak (Siringoringo, 2008). Dalam 
menghitung pajak penghasilan wajib pajak diberikan kepercayaan oleh 
pemerintah untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan pajaknya 
secara sendiri yang dikenal dengan Self Assessment System (Undang-Undang No. 
28 Tahun 2007) 
Pokok permasalahan yang terjadi saat ini adalah bahwa tidak semua 
peraturan perpajakan tersosialisasi atau diketahui dan dipahami dengan baik 





wajib pajak termasuk PNS dapat diatasi dengan mengetahui dan memahami aspek  
perpajakan PPh terkait dengan pemenuhan kewajiban self assessment. Menurut 
Yitawati (2015) masalah tingkat pemahaman perpajakan dari Wajib Pajak dirasa 
perlu untuk dibahas karena pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor 
potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam 
memenuhi kewajiban perpajaknya. Pengetahuan mengenai perpajakan yang 
rendah dapat mengakibatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan yang 
berlaku juga rendah. Ketidakpahaman Wajib Pajak terhadap berbagai ketentuan 
yang ada dalam NPWP menjadikan Wajib Pajak tersebut memilih untuk tidak ber 
NPWP dengan berbagai alasan. Mulai tahun 2008 pegawai negeri maupun 
pegawai swasta yang penghasilannya diatas PTKP diwajibkan memiliki NPWP. 
Hal tersebut, secara tidak langsung mewajibkan para pemilik NPWP untuk 
melaporkan kewajiban perpajakannya melalui SPT. 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjalankan misi untuk menghimpun 
penerimaan pajak, yang dibawahi langsung Menteri Keuangan menetapkan 
beberapa jenis pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan 
(PPh), Pajak Pertambahan atas barang Mewah  (PPnBm), Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB), cukai dan lainnya. Yang hingga akhir tahun 2015 Pajak 
penghasilan (PPh) menjadi  jenis pajak dalam skema realisasi penerimaan pajak 
menjadi yang terbesar memberikan pemasukan kepada Negara. Sampai pada akhir 
tahun 2015 Pajak Penghasilan (PPh) ditargetkan mencapai Rp. 636.031,7 milliar 
aatau meningkat 11,6% dari tahun 2014 (Nota Keuangan dan RAPBN 2015). 





Penghasilan (PPh) saat ini adalah Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 yang 
berlaku sejak 1 Januari 2009, dan menerapkan penyempurnaan dari Undang – 
Undang No. 17 tahun 2000 (Sinurat, 2013).  
Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang terutang atas penghasilan yang 
menjadi kewajiban bagi wajib pajak orang pribadi atau badan atas penerimaan 
yang berupa gaji/upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sesuai 
dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini Pajak 
Penghasilan (PPh) pasal 21digunakan dalam menghitung Penghasilan Tidak Kena 
Pajak (PTKP). Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2015 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, 
honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk 
apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang 
dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri (Direktur Jendral Pajak, 
2015). 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam proses menghimpun pajak, 
menerapkan beberapa aturan dalam menentukan pajak yang harus dibayarkan oleh 
Wajib Pajak, Salah satu fasilitas yang diberikan Direktorat Jendral Pajak (DJP) 
adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan Tidak Kena Pajak 
(PTKP) digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dari Wajib 
Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang bekerja sebagai pagawai/karyawan/buruh/ 
memiliki pekerjaan bebas, yang memilki penghasilan. Penghasilan Tidak Kena 
Pajak (PTKP) yang ditetapkan sejak reformasi perpajakan tidak memilki nilai 





tersebut terus mengalami perubahan. Penetapan besarnya PTKP tersebut telah 
disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta harga kebutuhan 
pokok yang setiap waktu semakin meningkat. Menteri Keuangan melalui 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian 
Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menaikkan batasan penghasilan 
tidak kena pajak (PTKP) dari penghasilan setahun Rp 36 menjadi Rp 54 juta. 
Dengan dinaikkannya batasan PTKP, daya beli masyarakat diharapkan turut 
meningkat. Meskipun diakui, penyesuaian PTKP ini akan berdampak baik pada 
sisi penerimaan pajak maupun pada perekonomian secara luas.  
Alasan kenaikan batasan PTKP dilakukan menyusul kenaikan upah 
minimum. Saat ini, batasan upah minimum tertinggi di Indonesia ada yang sudah 
mendekati Rp 4,5 juta sebulan atau Rp 54 juta setahun dimana hal ini akan 
memperbesar daya beli masyarakat. Dari sisi penerimaan pajak, kenaikan PTKP 
berarti akan menurunkan nilai Penghasilan Kena Pajak yang selanjutnya akan 
berpotensi terjadinya penurunan penerimaan PPh orang pribadi dibandingkan 
dengan proyeksi penerimaan sebelum dilakukan penyesuaian. Namun demikian, 
penurunan ini akan terkompensasi oleh adanya peningkatan penerimaan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan PPh 
Badan, yang disebabkan adanya penambahan tax base dari ketiga jenis pajak 
tersebut. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan PTKP ini diharapkan dapat menjadi 






Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian yang 
menunjukan kecenderungan perlambatan pada tahun 2015. Ini bisa dilihat dari 
perkembangan ekonomi global hingga simester I 2015 yang masih 
memperlihatkan kecenderungan pertumbuhan yang bias kebawah dari perkiraaan 
semula dan pasar keuaangan global yang masih diliputi ketidakpastian. 
Kecenderungan bias kebawah tersebut terutama disebabkaan oleh perkiraaan 
ekonomi AS yang tidak setinggi perkiraan semula dan ekonomi Tiongkok yang 
masih melambat. Dipasar keuangan global, ketidakpastian kenaikan suku bunga 
Fwd fund Rate (FFR) di AS, gejolak di Uni Eropa, serta menunjukkan resiko 
dipasar keuangan global masih tinggi. Sebagai dampak perkembangan ekonomi 
global tersebut pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga triwulan II 2015 masih 
melambat, yakni sebesar 4,72%. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2015 
yang masih melambat terutama akibat melemahnya pertumbuhan investasi, 
konsumsi pemerintah, dan konsumsi rumah tangga (Humas Kementrian 
Koordinator Bidang Perekonomian, 2015). 
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 
(RAPBN-P) tahun 2017, pertumbuhan ekonomi disepakati 5,3%. Untuk mencapai 
pertumbuhan ekonomi tersebut, perlu ditopang salah satunyaa oleh tingkat 
konsumsi masyarakat yang stabil. Pada tahun 2017, pendapatan negara 
direncanakan sebesar Rp. 1.737.629,2 milliar, terutama berasal dari pendapatan 
nonmigas, yaitu PPh dan PPN (Nota Keuangan dan RAPBN 2017). Penerimaan 
Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sebelum adanya perubahan PTKP yaitu sebesar 





terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada pemerintah.  Apakah 
penerimaan pajak penghasilan akan  berkurang karena PTKP dinaikkan sehingga 
pajak yang dikenakan lebih sedikit, atau penerimaan pajak penghasilan akan 
meningkat karena dengan dinaikkannya PTKP maka pajak yang dikenakan kepada 
Wajib Pajak lebih sedikit sehingga mendorong Wajib Pajak untuk lebih taat 
membayar pajak. Atas dasar latar belakang diatas, penyusunan usulan penelitian 
ini diberi judul :“Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap 
Penerimaan PPh Pasal 21 Ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena 
Pajak Pada KPP Pratama Makassar Selatan. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Fokus penelitian ini adalah penerapan kenaikan tarif PTKP terhadap 
penerimaan pajak penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan nomor 
101/PMK.010/2016 pada KPP Pratama Makassar Selatan. Penelitian ini 
bermaksud melakukan kajian secara mendalam. Penelitian ini dilakukan di Kantor 
Pelayan Pajak Pratama Makassar Selatan yang beralamat di Jl. Urip Sumiharjo, 
Makassar. Adapun responden yang dijadikan objek penelitian ini adalah: 
Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan atau pihak yang 
terkait di KPP Pratama Makassar Selatan. Dipilihnya Kantor Pelayan Pajak 
Pratama Makassar Selatan dalam penelitian ini, dengan alasan karena diyakini 
bahwa KPP PratamaMakassar Selatan dapat memberikan informasi secara jelas 
dan tepat mengenai perkembangan diterapkannya kenaikan tarif PTKP 2016 di 





C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, dirumuskan masalah dalam bentuk 
pertanyaan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah peningkatan PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan 
orang pribadi pada KPP Pratama makassar Selatan? 
2. Bagaimanakah upaya KPP  Pratama Makassar Selatan dalam 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi setelah adanya 
kenaikan besaran tarif PTKP 2016? 
3. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama makassar Selatan 
dalam meningkatkan pendapatan negara dari wajib pajak orang pribadi 
setelah diterapkan penyesuaian tarif PTKP 2016? 
D. Kajian Pustaka 
Penelitian terdahulu yang dijadikan pijakan dalam penelitian ini adalah 
bagimana kenaikan tarif PTKP dalam mempengaruhi penerimaan pajak 
penghasilan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Jonathan, Husaini dan sunarti 
(2014), hasil penelitiannya menunjukan bahwa kenaikan PTKP tidak berdampak 
yang sangat besar terhadap Daya beli masyarakat. Karena sebagian besar 
masyarakat berpendapat apabila PTKP naik namun tidak disertai dengan turunnya 
harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan nilai tukar rupiah maka daya beli 
mereka akan tetap sama saja dengan sebelumnya. Terlepas dari masalah itu ada 
beberapa faktor lagi yang sangat berperan seperti gaya hidup disuatu lingkungan 





dipengaruhi oleh beragam faktor yang sangat berpengaruh terhadap daya beli itu 
sendiri. 
Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2013), hasil penelitiannya 
menunjukan bahwa perubahan tingkat inflasi dan Pendapatan Tidak Kena Pajak 
(PTKP) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel 
Penerimaan Negara dari PPh 21. Dimana kebijakan pemerintah untuk menaikkan 
Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) sudah tepat. Walaupun secara matematis 
kenaikan PTKP dapat menurunkan penerimaan negara dari PPh 21, namun 
berdasarkan data dan hasil penelitian, kenaikan PTKP justru menambah 
penerimaan negara dari PPh 21. Penerimaan Negara sangat bergantung terhadap 
kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. 
Penelitian yang dilakukan oleh Andiyanto, susilo dan Kurniawan (2013), 
hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak 
di KPP Pratama Malang Selatan cenderung mengalami penurunan pendaftar 
Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dari tahun 2009 sampai dengan 2012 saat 
berlakunya PTKP yang lama dan begitu juga saat berlakunya PTKP yang baru 
dengan penurunan 7% dari pendaftar baru sebesar 5.330 pada tahun 2012 WPOP 
baru yang mendaftar menjadi 4.974 orang pendaftar ditahun 2013. Sedangkan di 
KPP Pratama Banyuwangi justru mengalami kenaikan tingkat pertumbuhan 
jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi baru yang mendaftar sebesar 17% yaitu dari 
7.681 WPOP baru di tahun 2012 menjadi 8.960 WPOP di tahun 2013.  
Penelitian yang dilakukan oleh  Salim dan Syafitri (2008), hasil 





UU No. 36 Tahun 2008 meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama 
Palembang Ilir Barat dan dan meningkatkan jumlah wajib pajak pada KPP 
Pratama Palembang Ilir Barat. 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang ingin 
dicapai adalah: 
a. Untuk Mengetahui pengaruh peningkatan PTKP terhadap penerimaan pajak 
penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama makassar Selatan. 
b. Untuk mengetahui upaya KPP  Pratama Makassar Selatan dalam meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi setelah adanya kenaikan besaran tarif 
PTKP 2016. 
c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama makassar Selatan 
dalam meningkatkan pendapatan negara dari wajib pajak orang pribadi setelah 
diterapkan penyesuaian tarif PTKP 2016. 
2. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian dan tujuan 
yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat 
dalam hal berikut: 
a. Manfaat Teoretis 
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsi pengetahuan yang 
baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya 





penghasilan ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
101/PMK.010/2016. Penelitian ini telah membuka wawasan mengenai teori yang 
mendasari PTKP. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
penegasan atau dukungan terhadap teori daya pikul. 
Teori ini berpangkal dari azas keadilan yaitu bahwa setiap orang 
dikenakan pajak dengan bobot yang sama. Pajak yang dibayar adalah menurut 
daya pikul dengan ukuran besarnya penghasilan dan pengeluaran seseorang.Teori 
ini mengemukakan bahwa semua orang dalam pembebanan pajak harus sama 
beratnya, artinya pajak harus dibayarkan sesuai dengan daya pikul masing – 
masing individu. 
b. Manfaat Praktis 
secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi 
pemerintah terutama fiskus dalam membuat suatu kebijakan, agar dapat diikuti 
oleh para Wajib Pajak secara optimal. Kebijakan yang dimaksud adalah 
bagaimana upaya pemerintah dalam menerapkan  kenaikan besaran tarif PTKP 
agar wajib pajak mau melaporkan pajaknya secara jujur dimana hal ini nantinya 
akan berdampak pada penerimaan pajak penghasilan. Sehingga dapat diketahui 
strategi dan langkah-langkah kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah. 
c. Manfaat Regulasi 
Secara regulasi, penelitian ini dapat memberikan sumbangsi dalam 
pengambilan kebijakan bahwa kenaikan besaran tarif PTKP 2016diharapkan 
beban pajak yang ditanggung masyarakat, terutama PPh tidak lagi membebani 





adalah berkurangnya penerimaan PPh (potential loss). Namun, dalam jangka 
panjang diharapkan berdampak positif terhadap penerimaan perpajakan. Hal ini 
disebabkan karena berkurangnya beban pajak akan meningkatkan konsumsi 
masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
(dampak makro) sehingga dasar pengenaan pajak meningkat, di sisi lain 
menyebabkan timbulnya potensi kehilangan (potential loss) pada penerimaan PPh 











A. Theory Of Planned Behavior (Teori Perilaku Rencana) 
Theory of Planned Behavior niat seseorang untuk terlibat dalam 
melakukan tindakan pada waktu dan tempat tertentu. Ajzen dan Fishbein 
merumuskan pada tahun 1980 Theory Reaction Action dihasilkan dari penelitian 
sikap dari Nilai Ekspektasi Model. Ajzen dan Fishbein dirumuskan TRA setelah 
mencoba untuk memperkirakan perbedaan antara sikap dan perilaku . TRA ini 
berkaitan dengan perilaku sukarela . Kemudian pada perilaku muncul tidak 
menjadi 100 % sukarela dan terkendali, hal ini mengakibatkan penambahan 
persepsi pengendalian perilaku. Dengan ini pula teori ini disebut teori perilaku 
terencana ini adalah teori yang memprediksi perilaku yang disengaja, karena 
perilaku dapat deliberatif dan terencana.  
Teori ini dimaksudkan untuk menjelaskan semua perilaku dimana orang 
memiliki kemampuan untuk melakukan pengendalian diri. Komponen kunci 
untuk model ini adalah niat perilaku, yang dipengaruhi oleh sikap bahwa perilaku 
akan memiliki hasil yang diharapkan dan evaluasi subjektif dari risiko dan 
manfaat dari hasil tersebut. Niat ini ditentukan oleh tiga hal: sikap mereka 
terhadap perilaku tertentu, norma subyektif dan persepsi pengendalian perilaku 
mereka. 
Menurut Ajzen dan Fishbein dalam teori perilaku terencana ini 
menyatakan bahwa hanya sikap tertentu terhadap perilaku tersebut dapat 





terhadap perilaku, kita juga perlu mengukur norma subyektif orang - 
keyakinan mereka tentang bagaimana orang-orang yang mereka peduli akan 
melihat perilaku yang bersangkutan. Untuk memprediksi niat seseorang, 
mengetahui keyakinan ini bisa sama pentingnya dengan mengetahui sikap orang 
tersebut. Akhirnya, persepsi pengendalian perilaku mempengaruhi niat. Persepsi 
pengendalian perilaku mengacu pada persepsi masyarakat tentang kemampuan 
mereka untuk melakukan perilaku tertentu. Sebagai aturan umum, semakin 
menguntungkan sikap dan norma subyektif, dan semakin besar dirasakan kontrol 
yang kuat harus niat seseorang untuk melakukan perilaku yang bersangkutan. 
Theory of Planned Behavior perilaku yang ditunjukan oleh individu 
merupakan hasil dari niat yang ada untuk berperilaku. Lebih lanjut Ajzen dan 
Fishbein merumuskan TPB terdiri dari enam konstruksi yang secara kolektif 
mewakili kontrol sebenarnya seseorang atas perilaku tersebut.  
1. Sikap mengacu pada sejauh mana seseorang mengevaluasi hal tersebut 
menguntungkan atau tidak menguntungkan dari perilaku yang akan dilakukan. 
2. Niat Perilaku - mengacu pada faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi  
perilaku yang diberikan di mana semakin kuat niat, semakin besar kemungkinan 
perilaku akan dilakukan . 
3. Norma subyektif - mengacu pada keyakinan apakah kebanyakan orang  
menyetujui atau menolak perilaku . Hal ini terkait dengan keyakinan seseorang 
tentang rekan-rekan dan orang-orang yang penting bagi orang tersebut pikir dia 





4. Norma sosial - mengacu pada kode adat perilaku dalam suatu kelompok 
atau orang atau konteks budaya yang lebih besar . Norma sosial dianggap 
normative, atau standar , dalam sekelompok orang . 
5. Daya Persepsi - mengacu pada faktor kehadiran yang dirasakan yang dapat 
memfasilitasi atau menghambat kinerja perilaku . Daya Persepsi berkontribusi 
kepada persepsi pengendalian perilaku seseorang pada masing-masing faktor . 
6. Persepsi pengendalian perilaku - mengacu pada persepsi seseorang tentang 
kemudahan atau kesulitan melakukan sesuatu. Persepsi pengendalian perilaku 
bervariasi dalam situasi dan tindakan, menghasilkan orang memiliki persepsi yang 
berbeda-beda dalam mengontrol perilaku tergantung pada situasi. Teori 
ditambahkan kemudian, menciptakan pergeseran dari Teori beralasan Aksi ke 
Teori Planned Behavior 
Peneliti menggunakan kerangka model Theory of Planned Behavior  
menjelaskan perilaku tax compliance Wajib Pajak Orang Pribadi. Model TPB 
yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan penjelasan, bahwa perilaku 
tidak patuh kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Dalam hal ini variable sikap 
dan control keperilakuan diwakilkan oleh tingkat pendidikan dan umur individu, 
sedangkan norma ditunjukan dengan kualitas pemerintahan dan system struktur 
pajak yang berlaku. 
B. Teori Daya Pikul 
Teori ini berpangkal dari azas keadilan yaitu bahwa setiap orang 
dikenakan pajak dengan bobot yang sama. Pajak yang dibayar adalah menurut 





Kekuatan (daya pikul) untuk membayar pajak baru ada setelah terpenuhinya 
kebutuhan primer seseorang (Wardoyo dan Argo, 2010). Teori ini mengemukakan 
bahwa semua orang dalam pembebanan pajak harus sama beratnya, artinya pajak 
harus dibayarkan sesuai dengan daya pikul masing – masing individu. Definisi 
dari daya pikul berbeda – beda, akan tetapi substansinya sama, menurut Prof. W. 
J. De Langen yaitu besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan 
kebutuhan setinggi- tingginya, Setelah dikurangi dengan yang mutlak kebutuhan 
primer ( biaya hidup yan sangat mendasar ). Menurut Mr.A.J. Cohan Stuat adalah 
daya pikul itu diumpakan sebuah jembatan, yang pertama–tama harus dapat 
memikul bobotnya sendiri sebelum dicoba untuk dibebani dengan beban yang 
lain. Dalam hal ini, untuk mengukur daya pikul digunakan dua pendekatan yaitu: 
1. Unsur obyektif, yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan 
yang dimiliki oleh seseorang. 
2. Unsur subyektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil 
yang harus dipenuhi. 
Teori daya pikul sebenarnya tidak memberikan jawaban atas justifikasi 
pemungutan pajak. Teori ini hanya mengusulkan supaya dalam memungut pajak 
pemerintah harus memperhatikan daya pikul dari wajib pajak, beban pajak yang 
dikenakan harus sama besarnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya 
pikul masing-masing orang. Jadi wajib pajak membayar pajak sesuai dengan daya 
pikulnya. Ajaran teori ini ternyata masih dapat bertahan sampai sekarang, yakni 
seorang wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan atas seluruh 





hidupnya haruslah dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dikenakan tarif pajak. 
Jumlah yang dikeluarkan tersebut disebut penghasilan tidak kena pajak, minimum 
kehidupan atau pendapatan bebas pajak minimum of subsistence. Teori daya pikul 
sangat cocok dengan PTKP karena teori ini menjelaskan bahwa besarnya pajak 
yang harus dibayarkan oleh wajib pajak harus sama dengan daya pikul mereka, 
artinya bahwa wajib pajak yang mempunyai penghasilan Rp.54.000.000,- 
pertahun atau Rp. 4.500.000,- perbulannya harus membayarkan pajak 
penghasilannya sedangkan wajib pajak yang penghasilannya tidak mencukupi 
penghasilan kena pajak tidak diwajibkan untuk membayarkan pajak 
penghasilannya. 
C. Wajib Pajak 
Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk 
membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam 
Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak 
merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Menyadari akan besarnya 
peranan pajak untuk menggerakkan roda pemerintah dan pembangunan maka 
sejak tahun 1983 telah dilakukan usaha-usaha dalam bentuk reformasi sistem 
perpajakan nasional secara terus menerus (Adiasa, 2013).  Menurut Oktaviani dan 
Waluyo (2015) dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah 
khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan kegiatan Ekstensifikasi 
Pajak. Ekstensifikasi pajak perlu dilakukan sebagai upaya untuk menumbuhkan 
kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakannya khususnya 





(PTKP). Sehingga, secara langsung akan menyebabkan peningkatan jumlah wajib 
pajak yang terdaftar. 
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan 
Umum Perpajakan (KUP), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. Sedangkan menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 16 
Tahun 2009 tentang perubahan terbaru atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 mengenai ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud 
dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan 
kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak 
tertentu.  
Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self assesment 
system. Menurut Rimsky K. Judisseno yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dan 
Sony Devano (2006:102) dalam Wulan (2013), menjelaskan bahwa self 
assessment system diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-
besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat 
dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya, masyarakat harus benar-benar 
mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan 
dengan peraturan pemenuhan perpajakan. Sesuai dengan self assesment system, 
wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri 





pajak orang pribadi yang wajib mendaftaran diri untuk memperoleh NPWP, 
adalah : 
1. Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 
2. Orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang 
memperoleh penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) 
wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya. 
3. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara pisah, karena hidup terpisah 
berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan 
perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. 
4. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang memiliki tempat usaha 
berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP 
yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan 
mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha 
dilakukan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lainutu (2013), untuk 
menetapkan orang pribadi menjadi wajib pajak, maka pemerintah membuat 
undang-undang yang mendasarinya. Setelah orang pribadi menjadi wajib pajak, 
maka orang pribadi tesebut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), wajib 
pajak dapat melakukan hak dan kewajiban. Kewajiban wajib pajak seperti 
melaksanakan perhitungan, menyetor dan membayarkan sendiri pajak yang 
terutang. Sehingga dengan semakin banyak jumlah wajib pajak PPh orang pribadi 
yang terdaftar, maka jumlah wajib pajak yang menyetor pembayaran PPh akan 





Seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya bahwa 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terus mengalami perubahan dari tahun 
ketahun, hal ini merupakan kebijakan perintah yang semata-mata untuk 
memberikan keringanan dan kemudahan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi agar 
lebih banyak penghasilan yang dapat digunakan sebagai konsumsi Wajib Pajak. 
Perlambatan ekonomi global turut mempengaruhi kebijakan dalam menaikkan 
PTKP. PTKP tidak dapat terlepas dari standar biaya hidup, apabila biaya hidup 
meningkat maka diperkirakan PTKP juga akan mengalami kenaikan. 
D. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 
Pesatnya kemajuan di berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa 
ini, mengakibatkan kebutuhan dan kepentingan rakyat semakin beganeka ragam 
serta kompleks. Hal ini jelas harus diimbangi oleh pemerintah dalam 
menggalakkan pembangunan di berbagai sektor lainnya, oleh karena itu 
pemerintah tentunya, memerlukan sumber dana yang tidak sedikit. Sumber dana 
tersebut diantaranya diperoleh dari pemungutan pajak (Markus, Muda, 2005). 
Sehingga apabila dari sektor pemungutan pajak mengalami berbagai hambatan, 
jelas mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara, yang berdampak tidak 
stabil aktivitas negara dalam melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. 
Tujuan pemungutan pajak ini adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat 
yang merupakan perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota 
masyarakat dalam meningkatkan penerimaan negara untuk memenuhi keperluan 





kemakmuran yang merata baik material maupun spiritual (Harahap dan Abdul, 
2004). 
Dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang disalurkan 
melalui kebijaksanaan pemerintah dalam Anggaran Belanja Negara antara lain 
berasal dari Tabungan Pemerintah. Sehingga apabila sumber penerimaan negara 
yang akan membentuk tabungan pemerintah berkurang, sudah barang tentu dana 
yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan akan berkurang juga. Hal ini 
akan menghambat kelancaran pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah 
dalam menunjang terwujudnya masyarakat adil dan makmur (Hermawati, 2014). 
Untuk itu upaya perwujudannya dalam menuju ke arah otonom yang nyata, 
dinamis dan bertanggung jawab, antara lain perlu diimbangi dengan peningkatan 
penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan. 
Wahyuni (2011) berpendapat bahwa pemerintah sangat berharap pajak 
penghasilan bertambah besar setiap tahunnya baik dari segi jumlah penerimaan 
maupun dari segi pembayarannya.Penerimaan pajak penghasilan yang didapat dari 
pemungutan PPh mempunyai peranan yang sangat penting karena semakin besar 
pajak penghasilan terutang semakin besar pula penerimaan negara dan dapat 
diartikan pula bahwa terjadinya peningkatan yang positif terhadap penghasilan 
masyarakat (Wulandari, 2015). Pajak penghasilan pertama kali diatur dalam 
Undang-Undang Tahun 1983 dan beberapa kali mengalami amandemen dan 
perubahan sebagai berikut: 
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991 





3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 
Pajak penghasilan yang digunakan untuk memghitung Penghasilan Tidak 
Kena Pajak (PTKP) adalah PPh Pasal 21. Menurut Sinurat (2013), PPh Pasal 21 
adalah salah satu jenis pelunasan PPh dalam tahun berjalan, melalui pemotongan 
oleh pihak ketiga yaitu pemberi kerja/pembendaharaan pemerintah/dana yang 
merupkan anjuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk 
tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh yang bersifat final. Tarif pajak yang 
diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam 
negeri sesuai dengan Pasal 17 ayat 1(a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 






Tarif Umum PPh Pasal 21 Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi 
Lapisan Penghasilan kena pajak Tarif Pajak 
Rp. 0,00 s/d Rp. 50.000.000,- 5 % 
Di atas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,- 15 % 
Di atas Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- 25 % 
Di atas Rp. 500.000.000,- 30 % 
Sumber: Pasal 17 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang 





Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 pemerintah khususnya Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP) melakukan upaya dalam hal meningkatkan penerimaan pajak 
yaitu dengan merubah sistem pemungutan pajak dari office assessment menjadi 
self assessment. Dalam hal ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, 
membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak atas terutang. Selain itu, wajib 
pajak ikut turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dan 
peningkatan efisiensi administrasi perpajakan (Suhendra, 2010). 
Ramli (2006) menyatakan bahwa peningkatan penghasilan tidak kena 
pajak (PTKP) berpengaruh penting terhadap penerimaan pajak penghasilan 
melalui potensi pajak, naiknya PTKP akan mempengaruhi penurunan jumlah 
pembayar pajak dan jumlah pajak yang harus dibayar. Menurut Nuritomo (2011) 
penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah batas hidup minimum yang wajib 
dipenuhi oleh seseorang untuk dapat hidup layak sehingga tidak dapat diganggu 
gugat oleh siapa pun. Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif sehingga 
subjek pajak perlu diperhatikan. PTKP merupakan salah satu fasilitas dalam 
pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan ini. PTKP dapat diberikan dalam 
jumlah tetap ataupun variatif. Di Indonesia, PTKP bersifat variatif disesuaikan 
dengan kondisi wajib pajak yang bersangkutan. Wajib pajak yang telah menikah 
dan belum menikah ataupun yang telah memiliki anak memiliki jumlah yang 
berbeda secara proporsional. 
E. Kepatuhan Wajib Pajak 
Kepatuhan menurut KBBI berarti ketaatan, sedangkan menurut Undang-





wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya membutuhkan 
kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kepatuhan memenuhi 
kewajiban perpajakan secara sukarela  system, dimana wajib pajak bertanggung 
jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat 
waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. 
Kepatuhan perpajakan menurut James yang dikutip oleh Gunadi  wajib 
pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan 
yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, investigasi 
administrasi. Kepatuhan Wajib Pajak menurut Nasucha dalam Rahayu 
diidentifikasikan dalam bentuk : 
1. Kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri. 
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan 
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang 
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, 
wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi 
kriteria sebagai berikut: 
1. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. 
2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 
tunggakan pajak. 
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga 
pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa 





4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang telah 
memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 
Kepatuhan Wajib Pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar PPh Pasal 21 terkait 
perubahan besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) 2016. 
F. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah pengurangan terhadap 
penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam 
negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak 
penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia (Salim dan syafitri, 
2008). PTKP diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang 
Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.  Pada tahun 2016 ini, pemerintah melalui 
Kementrian Keuangan menaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang 
semula 3 juta perbulan atau 36 juta pertahun menjadi 4,5 juta perbulan atau 54 
juta pertahun. Aturan ini diterbitkan secara resmi oleh pemerintah pada bulan Juli 
2016 pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 






Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan sejak reformasi 
perpajakan tidak memilki nilai yang tetap, dari tahun 1983 sampai dengan tahun 
2016 batasan penghasilan tersebut terus mengalami perubahan. Adapun 
perkembangan perubahan penghasilan tidak kena pajak dari masa ke masa yaitu: 
1. Periode 1 Januari 1984 s/d 31 Desember 1993 
Dasar hukum: Undang-Undang No. 8 Taahun 1983, besarnya PTKP yaitu: 
a. Untuk diri Wajib Pajak sebesar Rp. 960.000,- 
b. Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar Rp. 480.000,- 
c. Tambahan untuk seorang isrti yang penghasilannya digabung dengan 
penghasilan suami sebesar Rp. 960.000,- 
d. Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan 
lurus paling banyak tiga orang sebesar Rp. 480.000,- 
2. Periode 1 Januari 1994 s/d 31 Desember 1994 
Dasar hukum: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 928/KMK.04/1993, 
besarnya PTKP yaitu: 
a. Untuk diri Wajib Pajak sebesar Rp. 1.728.000,- 
b. Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar 480.000,- 
c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan 
penghasilan suami sebesar Rp. 1728.000,- 
d. Tambahan utuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus 
paling banyak tiga orang sebesar Rp. 480.000,- 
3. Periode 1 Januari 1995 s/d 31 Desember 1998 





a. Untuk diri wajib Pajak sebesar Rp. 1.728.000,- 
b. Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar Rp. 864.000,- 
c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan 
penghasilan suami sebesar Rp. 1.728.000,- 
d. Tambahan untuk kelauarga sedarah dan semenda dalam garis keturun lurus 
paling banyak tiga orang sebesar Rp. 864.000,- 
4. Periode 1 Januari 1999 s/d 31 Desember 2000 
Dasar hukum: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.04/1998, 
besarnya PTKP yaitu: 
a. Untuk diri Wajib Pajak sebesar Rp. 2.880.000,- 
b. Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar 1.440.000,- 
c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan 
penghasilan suami sebesar Rp. 2.880.000,- 
d. Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam gars keturunan 
lurus paling banyak tiga orang sebesar Rp. 1.440.000,- 
5. Periode  1 Januari 2001 s/d 31 Desember 2004 
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, besarnya PTKP yaitu: 
a. Untuk diri Wajib pajak sebesar Rp. 2.880.000,- 
b. Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar Rp. 1.440.000,- 
c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan 
penghasilan suami sebesar Rp. 2.880.000,- 
d. Tambahan untuk saudara sedaraah dan semenda dalam garis keturunan 





6. Periode 1 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 
Dasar hukum: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 
besarnya PTKP yaitu: 
a. Untuk diri wajib Pajak sebesar Rp. 12.000.000,- 
b. Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar Rp. 1.200.000,- 
c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan 
penghasilan suami sebessar Rp. 12.000.000,- 
d. Tambahan untuk saudara sedarah dan semenda dalam garis keturunan 
lurus paling banyak tiga orang sebesar Rp. 1.200.000,- 
7. Periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2008 
Dasar hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 
beesarnya PTKP yaiti: 
a. Untuk diri waajib Pajak sebesar 13.200.000,- 
b. Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar Rp. 1.200.000 
c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengaan 
penghasilan suami sebesar Rp. 13.200.000,- 
d. Tambahan untuk saudara sedarah dan semenda dalam satu gaaris 
keturunan lurus paling banyak tiga orang sebesar Rp. 1.200.000,- 
8. Periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2012 
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 besarnya PTKP yaitu: 
a. Untuk diri Wajib Pajak sebesar Rp. 15.840.000,- 





c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan 
penghasilan suami sebesar Rp. 15.840.000,- 
d. Tambahan untuk saudara sedarah dan semenda dalam garis keturunan 
lurus paling banyak tiga orang sebesar Rp. 1.320.000,- 
9. Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2014 
Dasar hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 
besarnya PTKP yaitu: 
a. Untuk diri Wajib Pajak sebesar Rp. 24.300.000,- 
b. Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar Rp. 2.025.000,- 
c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan 
penghasilan suami sebesar Rp. 24.300.000,- 
d. Tambahan untuk kelaurga sedarah atau semenda dalam garis keturunaan 
lurus paling baanyak tiga orang sebesar Rp. 2.025.000,- 
10. Periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 
Dasar hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 
besarnya PTKP yaitu: 
a. Untuk diri Wajib Pajak sebesar Rp. 36.000.000,- 
b. Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar Rp. 3.000.000,- 
c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan 
penghasilan suami sebesar Rp. 36.000.000,- 
d. Tambahan untuk saudara sedarah dan semenda dalam garis keturunan 






11. Sejak 1 Januari 2016 
Dasar hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 
besarnya PTKP yaitu: 
a. Untuk Wajib Pajak sebesar Rp. 54.000.000,- 
b. Untuk Wajib Pajak Kawin sebesar Rp. 4.500.000,- 
c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan 
penghasilan suaami sebesar Rp. 54.000.000,- 
d. Tambahan untuk saudara sedarah dan semenda dalam garis keturunan 
lurus paling banyak tiga orang sebesar Rp.  4.500.000,-  
Cara pengenaan PTKP ini adalah dengan cara mengurangkan penghasilan 
neto dengan jumlah PTKP yang berlaku. Penghasilan neto sendiri adalah 
penghasilan bersih yang sudah dikurangkan oleh biaya-biaya yang harus 
dikurangkan, seperti biaya jabatan dan asuransi jiwa bagi penerima gaji tersebut. 
PTKP ini ditetapkan dengan undang-undang dan hanya dapat diubah memakai 
PMK yang disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian negara ini. 
Kesimpulannya apabila kondisi perekonomian mengalami penurunan atau dapat 
dikatakan rakyat dalam kondisi kemiskinan maka PMK tersebut dapat dirubah 
agar perekonomian rakyat dapat membaik (Jonathan, Husaini, Sunarti, 2014). 
Masyarakat Indonesia saat ini yang memiliki penghasilan rendah wajib bersyukur 
dengan adanya peraturan pemerintah baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor: 101/PMK.010/2016 mengenai tarif penyesuaian besarnya penghasilan 





Penerapan pada kebijakan pajak ini diperkirakan akan menghilangkan Rp. 
18 Triliun penerimaan pajak dari target yang sudah ditetapkan di APBN 2016 
sekitar 1.360, 2 Triliun. Walaupun diperkirakan akan menghilangkan pendapatan 
pemerintah dari penerimaan pajak, perubahan kebijakan pajak ini akan 
mendorong naiknya daya beli masyarakat Indonesia. Selain itu, diperkirakan akan 
menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,16 % (www.online-
pajak.com) 
Kenaikan PTKP yang cukup signifikan diharapkan beban pajak yang 
ditanggung masyarakat, terutama PPh tidak lagi membebani masyarakat. Dampak 
fiskal yang dihadapi pemerintah dalam jangka pendek adalah berkurangnya 
penerimaan PPh (potential loss). Namun, dalam jangka panjang diharapkan 
berdampak positif terhadap penerimaan perpajakan. Hal ini disebabkan karena 
berkurangnya beban pajak akan meningkatkan konsumsi masyarakat yang pada 
gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (dampak makro) sehingga 
dasar pengenaan pajak meningkat, di sisi lain menyebabkan timbulnya potensi 
kehilangan (potential loss) pada penerimaan PPh nonmigas. Apabila dilihat dari 
besarnya Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang semakin tinggi dapat 
menurunkan penerimaan PPh nonmigas khususnya PPh pasal 21, karena dengan 
semakin besarnya PTKP jumlah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak semakin 
kecil (Budianto, 2005). 
Kenaikan PTKP dengan kata lain mempunyai potensi penurunan 
pertumbuhan penerimaan pajak, namun dari sisi ekonomi makro dapat diharapkan 





masyarakat. Penyesuaian PTKP akan mendorong naiknya pendapatan siap belanja 
(disposable income) yang selanjutnya akan meningkatkan permintaan agregat baik 
melalui konsumsi rumah tangga maupun investasi. Disamping itu, dari sektor rill, 
kebijakan ini diharapkan akan memberikan tambahan serapan tenaga kerja dan 
mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan 
kenaikan PTKP ini diharapkan dapat menjadi stimulus tambahan bagi 
perekonomian nasional diparuh kedua tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya. 
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 
(RAPBN-P) tahun 2016, pertumbuhan ekonomi disepakati 5,3 %. Untuk 
mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut , perlu ditopang salah satunya tingkat 
konsumsi masyarakat yang stabil, dalam kaitan ini, PTKP diharapkan menjadi 
salah satu faktor yang menjaga daya beli masyarakat (Siaran pers Kemenkeu RI 
www. Kemenkeu.go.id)  
G. Rerangka Konseptual 
Rerangka Konseptual pada penelitian ini memberikan gambaran tentang 
penerapan penyesuaian besarnya PTKP ditinjau dari Peraturan Perundang-
Undangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya 
Penghasilan Tidak Kena Pajak. Rerangka konseptual ini akan memberikan 
kemudahan kepada peneliti dalam memecahkan masalah penelitian dan menjawab 
pertanyaan-pertanyaan terhadap objek masalah penelitian. Berikut adalah 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 
merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai 
masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural 
setting yang holistis, kompleks dan rinci (Indriantoro dan Supomo, 2013). 
Analisis data kualitatif digunakan bila data-data yang terkumpul dalam riset 
adalah data kualitatif. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau 
narasi-narasi baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi 
(Musdalifa dan Abdullah, 2015). Sugiyono menyatakan dengan metode kualitatif, 
maka data yang didapatakan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan 
bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai (Dewi, 2013). 
Untuk menganalisis implementasi penyesuaian besarnya PTKP digunakan 
metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif deskriptif. Menurut Philip, Kotler 
dan Kevin (2006) dalam Ragimun (2013) pendekatan eksploratif adalah metode 
penelitian yang bertujuan menghimpun informasi awal yang akan membantu 
upaya menetapkan masalah dan merumuskannya. Sedangkan pendekatan 
deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan memaparkan 
(mendiskripsikan) sesuatu hal. Menurut Narbuko penelitian deskriptif yaitu 
penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada 
sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan 





wacana implementasi penyesuaian besarnya PTKP di Indonesia.  
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar 
Selatan. 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi 
mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena, 
pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. 
Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan 
dalam memaknai atau memahami fenomena yang terjadi. Dipilihnya pendekatan 
tersebut yaitu karena memberikan pemahaman suatu praktik akuntansi dalam hal 
ini penerapan penyesuaian besarnya PTKP dimana ia diterapkan dan sekaligus 
berusaha untuk menemukan suatu pemecahan kearah penyempurnaan dengan 
memahami suatu praktik akuntansi dimana ia diterapkan. 
C. Sumber Data Penelitian 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 
kualitatif. Sedangkan sumber data terdiri dari dua, yaitu: 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 
aparatur pajak berada di wilayah makassar dalam hal ini KPP Pratama 
Makassar Selatan. Selain itu, data lain yang ditemukan langsung oleh 
peneliti dilokasi, seperti laporan keuangan. 
2. Data sekunder yaitu data yang telah ada dan tersedia, berupa data atau 
dokumen terkait PTKP, laporan keuangan dan dokumen lainnya yang 





D. Metode Pengumpulan Data 
Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik, maka 
diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapat mampu 
mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti dengan benar. Dalam tahap 
pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Teknik Wawancara (interview), yaitu melakukan tanya jawab secara 
langsung dan mendalam dengan responden/narasumber yang telah 
ditentukan (deep interview), baik dengan aparatur pajak. 
2. Teknik Kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa 
data-data dan dokumen yang telah ada, peraturan perundang-undangan 
terkait, serta penelaahan beberapa literatur yang relevan penelitian ini. 
3. Teknik Dokumentasi, yaitu dengan melakukan dokumentasi baik berupa 
pengambilan foto atau gambar, rekaman suara, serta video. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Penulis menyiapkan 
pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan 
pokok permasalahan dalam penelitian ini dan menggunakan alat perekam selama 
wawancara dilakukan. Pokok permasalahan ini dapat berkembang sehingga 
penulis menemukan informasi lain yang berhubungan dengan pokok 
permasalahan tersebut selama wawancara berlangsung. 
















Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini 
adalah menggunakan model interaktif. Menurut Miles dan Huberman (2007) 
diartikan “dalam pandangan model interktif  terdapat tiga jenis analisis  reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan) dan pengumpulan data itu sendiri 
merupakan proses interktif”. Berikut merupakan penjelasan dari tahapan-tahapan 
analisis model interaktif: 
1. Penelitian melakukan pengumpulan-pengumpulan data yang dibutuhkan 
dengan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Tahap ini akan 
berhenti apabila data-data yang diterima atau diperoleh telah memadai 
dan/atau tidak ada data yang dianggap baru. 
2. Tahap yang selanjutnya adalah reduksi data. Reduksi data adalah proses 
penyempurnaan data atau informasi yang sudah diperoleh sendiri peneliti. 
Dimana data-data tersebut akan mengalami pengurangan atau penambahan. 
Model Interaktif 






Pengurangan ini akan terjadi apabila terdapat data atau informasi yang kurang 
perlu dan relevan terhadap permaasalahan yang diteliti. Terjadi penembahan 
data apabila masih terdapat kekurangan data atau informasi yang dibutuhkan. 
3. Setelah dilakukannya proses reduksi data, kemudian data diolah dengan 
menghitung data-data yang berbentuk kuantitatif (angka-angka), tahap 
selanjutnya adalah penyajian data.  Data yang sudah penyajian data, 
pengumpulan data, reduksi data, penarikan kesimpulan redusi dan diolah 
tersebut kemudian disajikan ke dalam format tabel atau pun bentuk grafik 
sehingga mudah untuk dipahami. 
4. Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulaan. Penaarikan kesimpulan ini 
didapat setelah dilakukannya interpretasi data terhadap data yang sudah 
disajikan sebelumnya. Interpretasi data merupakan proses penafsiran atau 
pemahaman makna dari serangkaian data yang sudah disajikan sebelumnya 
dan diangkapkan dalam bentuk teks atau narasi. Interpretasi data dikemukakan 
secara obyektif sesuai dengan data atau fakta yang ada, sehingga hasil 
penelitian dapat ditemukan dan dapat dilakukan penarikan kesimpulan. 
 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam penelitian kualitatif dilakukan pengujian keabsahan data dilakukan 
melalui tiga uji, yaitu credibility (validitas internal), transferability (validitas 
eksternal), dependability (reliability). Namun dalam penelitian ini pengujian 
keabsahan data hanya digunakan dalam dua uji yang paling sesuai, yaitu validitas 





1. Ujivaliditas internal (kredibilitas) 
Ujivaliditas internal (kredibilitas) data adalah uji kebenaran data. Tingkat 
kredibilitas yang tinggi dapat dicapai jika para partisipan yang terlibat dalam 
penelitian tersebut mengerti benar tentang berbagai hal yang telah diceritakannya 
(Guba dan Lincol, 1989) dalam Afiyati (2008). Dalam penelitian ini uji kredibitas 
dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini 
diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 
berbagai waktu. Adapun penelitian ini menggunakan 2 jenis tringulasi, yaitu: 
a. Triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui 
berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya melalui sumber data 
utama yaitu wawancara, peneliti bisa memperoleh sumber data pendukung 
seperti dokumen yang ditunjukkan informan sebagai bukti sehingga 
data/keterangan dari informan lebih akurat. 
b. Triangulasi teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan 
informasi.  Informasi yang diperolehakan dibandingkan dengan teori yang 
relevan dalam penelitian ini teori perilaku rencana dan teori gaya pikul. Hal ini 











HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 
Gambaran lokasi penelitian akan menyajikan dua gambaran umum, yaitu gambaran 
umum Kota Makassar dan gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Pratama 
Makassar Selatan. 
1. Gambaran Umum Kota Makassar 
a. Keadaan Geografis 
Kota Makassar yang dahulu disebut Ujung Pandang adalah ibu kota Provinsi 
Sulawesi Selatan, juga merupakan pusat pertumbuhan wilayah dan pusat pelayanan di 
Kawasan Timur Indonesia karena pertumbuhan ekonomi dan letak geografisnya (Selat 
Makassar), sehingga Kota Makassar memegang peranan penting sebagai pusat pelayanan. 
Distribusi dan akumulasi barang/jasa dan penumpang yang ditunjang dengan sumber 
daya manusia, serta fasilitas pelayanan penunjang lainnya.Kota Makassar mempunyai 
posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari wilayah Kawasan 
Barat ke wilayah Kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan 
Indonesia. 





‟38”Bujur Timur dan 508‟6‟19” Lintang 
selatan yang berbatasan: 
Sebelah utara  : Kabupaten Maros      
Sebelah Timur  : Kabupaten Maros            
Sebelah Selatan  : Kabupaten Gowa     





Dari segi kependudukan, Kota Makassar pada tahun 2014 jumlah penduduknya mencapai 
1.369.606 jiwa yang terdiri dari laki-laki 676.744 jiwa dan perempuan 692.862 jiwa, yang 
tersebar di 14 Kecamatan dan  143 Kelurahan dengan sex ratio 97,67 dengan luas wilayah 
175,77 km
2
. Wilayah daratan Kota Makassar dirinci menurut kecamatan dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
Tabel 4.1 Luas Kota Makassar Berdasarkan Luas Kecematan Tahun 2015 
No Kecematan Luas (KM2) Persentase (%) 
1 Mariso 1,82 1,04 
2 Mamajang 2,25 1,28 
3 Tamalate 20,21 11,50 
4 Rappocini 9,23 5,25 
5 Makassar 2,52 1,43 
6 Ujung Pandang 2,63 1,50 
7 Wajo 1,99 1,13 
8 Bontoala 2,10 1,19 
9 Ujung Tanah 5,94 3,38 
10 Tallo 5,83 3,32 
11 Panakukang 17,05 9,70 
12 Manggala 24,14 13,72 
13 Biringkanaya 48,22 27,43 
14 Tamalanrea 31,84 18,12 
Sumber : BPS SulSel, (2015) 
Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui kecamatan yang memiliki wilayah terluas 
adalah kecamatan Biringkanaya dengan luas 48,22 km
2
, dan wilayah yang tersempit 




Jumlah penduduk Kota Makassar menurut hasil Sensus Penduduk yang diadakan 





1.500.000 jiwa yang diakibatkan oleh besarnya mobilitas penduduk masuk kota setiap 
harinya. Persebaran penduduk di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 4.2. 
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Kota Makassar Tahun 2015 
No. Kecamatan Jumlah Penduduk Persentase 
(%) Pria Wanita Total 
1 Mariso 26.752 26.562 53.314 4,3 
2 Mamajang 29.745 29.223 58.968 4,8 
3 Tamalate 74.839 73.750 148.589 12,1 
4 Rappocini 69.228 70.263 139.491 11,4 
5 Makassar 39.883 40.991 80.874 6,6 
6 Ujung Pandang 13.814 14.127 27.941 2,3 
7 Wajo 17.170 17.008 34.178 2,8 
8 Bontoala 29.497 30.779 60.276 4,9 
9 Ujung Tanah 24.215 23.052 47.267 3,8 
10 Tallo 67.186 64.972 132.158 10,8 
11 Panakukang 64.446 66.783 131.229 10,7 
12 Manggala 48.281 48.351 96.632 7,8 
13 Biringkanaya 62.738 62.898 125.636 10,2 
14 Tamalanrea 43.255 43.732 86.987 7,1 
Jumlah 611.049 612.491 1.223.540 100,00 
Sumber: BPS Sul-Sel (2015) 
Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, wilayah yang memilki jumlah penduduk 
terbesar adalah Kecamatan Tamalate dengan jumlah penduduk sebanyak 148.589 
jiwa, sedangkan Kecamatan Ujung Pandang adalah wilayah dengan jumlah 
penduduk paling sedikit dengan jumlah 27.941 jiwa. Dari jumlah tersebut, 
penduduk yang masih berusia produktif sebanyak 786.817 dengan rincian seperti 
tabel 4.3 





No Usia Jumlah Persentase 
Pria Wanita Total 
1 15-19 62.936 67.560 130.498 16,58 
2 20-24 72.284 81.669 155.953 19,82 
3 25-29 61.710 64.740 126.450 16,07 
4 30-34 48.857 50.124 98.981 12,57 
5 35-39 37.299 37.292 74.591 9,48 
6 40-44 29.349 29.028 58.377 7,41 
7 45-49 23.386 22.103 45.489 5,78 
8 50-54 18.101 18.636 36.737 4,66 
9 55-59 12.516 13.051 25.567 3,24 
10 60-64 10.093 11.050 21.143 2,68 
11 65-69 5.829 7.202 13.031 1,65 
Jumlah 384.362 402.455 786.817 100 
Sumber: BPS Sul-Sel ( 2015) 
Berdasarkan Tabel 4.3 diatas, usia 15-34 tahun merupakan usia produktif 
terbanyak yakni 65,04 persen, sedangkan usia produktif tersedikit berada pada 
kisaran usia 50-59 tahun dengan persentase 12,23 persen. Sedangkan jumlah 
keseluruhan penduduk kota Makassar yang belum produktf, maupun yang sudah 
produktif dapat dilihat pada tabel 4.4. 
Tabel 4.4. Penduduk Kota Makassar Dirinci Menurut Produktivitas Tahun 
2015 
No Usia Jumlah Persentase 
Pria Wanita Total 
1 Belum 
Produktif 
198.933 176.817 375.750 30,7 
2 Produktif 384.362 402.455 786.817 64,3 






Jumlah 611,049 612,491 1.223.540 100 
Sumber: BPS Sul-Sel ( 2015) 
Berdasarkan Tabel 4.4 diatas, menggambarkan bahwa jumlah penduduk 
kota Makassar mayoritas dalam usia produktif dengan jumlah 786.817 atau 64,3% 
dari keseluruhan penduduk Kota Makassar, Sedangkan yang sudah produktif 
(melewati masa produktif) masih sedikit yaitu 60.973 jiwa atau 5,0 %. Hal ini 
berarti sebagian besar masyarakat pada usia produktif menunjang jumlah yang 
lebih besar dan akan sangat berpengaruh pada dukungan masyarakat terhadap 
pelaksanaan pembangunan di Kota Makassar. 
c. Visi dan Misi Kota Makassar 
1). Visi Kota Makassar 
Makassar adalah Kota maritim, niaga, pendidikan, budaya dan Jasa, yang 
berorientasi global, berwawasan lingkungan dan paling bersahabat. 
 
2). Misi Kota Makassar 
a) Peningkatanpengamalanajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, dan semakin 
memantapkan persaudaraan antara pemeluk agama; 
b) Perwujudan sistem hukum, yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak 
asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran. 
c) Perwujudan otonomi daerah dalam rangka demokratisasi dan pemberdayaan 
masyarakat. 
d) Perwujudan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, professional, 





e) Penumbuhkembangan sinergi pembangunan berkelanjutan antara Kota Makassar 
dengan daerah lainnya. 
f) Pemanfaatan sumber daya kelautan secara optimal dengan tetap memperhatikan 
kelestarian alam dan lingkungan hidup. 
g) Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa. 
h) Pemantapan system dan peningkatan kualitas pendidikan dasar, menengah dan 
tinggi. 
i) Peningkatan kompetensi dan daya saing masyarakat, dalam rangka mengemban 
misi individu/kelompok. 
j) Pemberdayaan kekuatan ekonomi masyarakat terutama pengusaha kecil, 
menengah dan koperasi. 
k) Perwujudan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara layak dan bermartabat, 
dengan perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar. 
l) Pemanfaatan dan penggalian potensi Sumber Daya Manusia dan potensi Sumber 
Daya Alam yang berkelanjutan dengan berwawasan global dan berwawasan 
lingkungan hidup menuju kesejahteraan masyarakat. 
m) Peningkatan dan pemanfaatan pelabuhan sebagai Bandar niaga dan 
menjadikannya sebagai pelayanan transportasi angkutan laut yang berdimensi 
internasional dan menjadi kebutuhan angkutan laut di Wilayah Indonesia Timur. 
2. Gambaran Umum KPP Pratama Makassar Selatan 
a. Sejarah Terbentuknya KPP Pratama Makassar Selatan 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan merupakan unit kerja vertikal 
yang berada diwilayah kantor Direktoral Jendral Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan 
Tenggara yang berlokasi di kompleks Gedung Keuangan Negara Jalan Urip Sumiharjo 





perpajakan yang modern yang mengubah secara structural dan fungsional organisasi dan 
tata kerja instansi vertical dilingkungan Direktorat Jendral Pajak sesuai dengan peraturan 
menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008.KPP Pratama Makassar Selatan, KPP 
Pratama Makassar Utara, Kantor Pelayanan PBB, dan Kantor Pemeriksaan dan 
Penyidikan Pajak Makassar. Terhitung mulai tanggal 27 mei 2008, sesuai dengan 
keputusan Direktorat Jedral Pajak No. KEP-95/PJ/UP.53/2008 19 mei 2008, KPP 
Pratama Makassar Selatan efektif beroperasi dan diresmikan oleh Menteri Keuangan pada 
tanggal 9 Juni 2008. Salah satu perubahan nyata adalah penambahan nama Pratama, 
sehingga perubahan dari KPP Makassar Selatan menjadi KPP Pratama Makassar Selatan. 
Perubahan nama tersebut, seluruh fungsi dan seksi di KPP Pratama Makassar 
Selatan mengalami perubahan nama dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 sebagai mana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang organisasi dan tata 
cara kerja instansi vertical Direktorat Jendral Pajak. Oleh karena itu, struktur organisasi 
mengalami perubahan menjadi 1 sub bagian, 9 seksi dan kelompok pejabat fungsional 
pemeriksa pajak. Sampai akhir 2016, jumlah pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Makassar Selatan adalah 104 orang yang terdiri dari 1 kepala kantor, 1 kepala sub bagian, 
9 kepala seksi, 18 account representative, 1 bendahara, 2 sekretaris, 2 operator console, 2 
jurusita, 12 pejabat fungsional pemeriksaan pajak, dan 56 pelaksana. Komposisi jenis 
kelamin laki-laki berjumlah 52 orang dan 29 orang berjenis kelamin perempuan. 
b. Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan 
Struktur organisasi merupakan hal penting dalam perusahaan yang 
menggambarkan hubungan wewenang antara atasan dan bawahan.Masing-masing 
fungsi memeliki wewenang dan tanggung jawab yang melekat sesuai dengan ruang 





efektifitas kerja.Pengertian organisasi secara luas merupakan penentuan 
pengelompokan serta pengatruan dari berbagai aktivitas untuk mencapai 
tujuan.Organisasi harus dapat menampung dan mengatasi perusahaan. Pada 
perusahaan yang besar dimana aktifitas dan tujuan semakin komlpeks, maka tujuan 
tesebut dibagi ke unit terkecil atau sub bagian unit organisasi. Dengan demikian struktur 
organisasi dapat mencerminkan tanggung jawab dan wewenang yang jelas dan didukung 
urusan tugas yang baik, sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan 
perusahaan.Struktur organisasi Kantor Pelayan Pajak Pratama Makassar Selatan secara 
umum dapat dilihat paada gambar berikut ini:  
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Sumber: Bagian Umum KPP Pratama Makassar Selatan (2017) 
 
Uraian jabatan instansi di Kantor Pelayanan pajak Pratama Makassar Selatan adalah 
sebagai berikut: 
1) Kepala kantor 
Kepala kantor bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian 
serta menjalankan fungsi kepemimpinan diwilayah KPP Pratama Makassar Selatan 
terhadap berbagai kegiatan alam ruang lingkup KPP Pratama Makassar Selatan. 
2) Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal 
Sub bagian umum bertugas untuk mengelola administrasi kepegawaian, 
rumah tangga kantor dan keuangan. 
3) Bagian Kepegawaian  
Bertugas melaksanakan urusan kepegawaian antara lain menatausahakan 
surat masuk dan surat keluar penegtikan, penataan/penyusunan arsip dan 
dokumen. 
4) Bagian Rumah Tangga 
Bertugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor 
dengan cara merencanakan kebutuhan, mengatur pengadaan dan penyaluran 
perlengkapan kantor serta memelihara barang inventaris. 
5) Bagian Keuangan 
Bertugas melaksanakan urusan pelayanan keuangan dengan cara menyusun 
rencana kerja keuangan atau menyusun daftar usulan kegiatan dan memproses 
surat permintaan pembayaran. 
6) Seksi Pengolahan data dan Informasi (PDI) 
Tugas dari seksi pengolahan data dan informasi adalah pemprosesan dan 
penatausahaan dokumen masuk di seksi PDI, penatausahaan alat keterangan, 
penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, pembentukan 
dan pemanfaatan bank data, pembuatan laporan penerimaan PBB/BPHTB, dan 
penyelesaian bagi hasil penerimaan PBB. 
7) Seksi Pelayanan 
Tugas dari seksi pelayanan adalah: 






b) Perubahan identitas WP 
c) Penerimaan dan pengelolaan SPT tahunan dan masa, serta surat lainnya. 
d) Permohonan penvetakan salinan SPPT/ SKP/STP 
e) Pemberitahuan penggunaan norma perhitungan 
f) Penerbitan SKP 
g) Penatausahaan dokumen masuk di pelayanan dan dokumen WP 
8) Seksi Penagihan 
Seksi penagihan bertugas untuk melaksanakan penagihan pajak seketika 
dan sekaligus, penerbitan dan penyampaian surat teguran dan surat paksa, 
pelaksanaan lelang, melakukan konfirmasi data tunggakan pajak, melakukan 
validasi tunggakan awal wajib pajak, mentatausahakan kartu pengawasan 
tunggakan pajak dan STP/SKP wajib pajak, dan pengarsipan berkas tunggakan wajib 
pajak. 
9) Seksi Ekstensifikasi 
Seksi ekstensifikasi bertanggungjawab terhadap pendaftarn objek baru 
dengan penelitian kantor dan lapangan, penerbitan himbauan ber NPWP, pencarian 
data potensi perpajakan, pelaksanaan penelianan individual objek PBB, 
pemeliharaan data objek dan subjek PBB, penyelesaian mutasi, sebagian atau 
seluruhobjek dan subjek PBB, penyelesaian permohonan penundaan pengambilan 
SPOP, dan penyelesaian permohonan surat keterangan NJOP. 
10) Seksi Pemeriksaan 
Seksi pemeriksaan bertanggungjawab terhadap penyelesaian SPT tahunan 
PPh lebih bayar, pnyelesaian permohonan pengambilan kelebihan pembayaran 
pajak pejualan atas barang mewah (PPnBM) dan pajak pertambahan nilai (PPn) 
untuk selain WP patuh, penyelesaian usulan pemeriksaan dan usulan pemeriksaan 
bukti permulaan, dan penatausahaan laporan hasil pemeriksaan dan nota hitung. 
11) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I sampai dengan VI 
Seksi pegawasan dan konsultasi bertanggungjawab terhadap pemberian 
bimbingan kepada wajib pajak (WP), menjawab surat yang berkaitan dan konsultasi 
teknis perpajakan bagi WP, penetapan WP Patuh, pemuktahiran profil WP, 
penyelesaian permohonan WP, penyelesaian pemindahbukuaan ke KPP lain, 
penyelesaian perhitungan lebih bayar, dan pelaksanaan penelitian dan analisis 
kepatuhan wajib pajak. 





Kelompok jabatan fungsional ini terdiri dari fungsioanal pemeriksaan pajak 
dan fungsional penilai PBB.Kelompok jabatan fungsioanal mempunyai tugas 
melakukan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
c. Kepegawaian KPP Pratama Makassar Selatan 
Berdasarkan data kepegawaian selama tahun 2016, dapat diperoleh informasi 
mengenai sebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya. Dari 104 pegawai 
tersebut, tingkat pendidikannya antara lain: 4 orang dengan tingkat pendidikan sekolah 
menengah atas atau sederajat, 18 orang dengan tingkat pendidikan akademi (D1), 17 
orang dengan tingkat pendidikan akademi (D3), 52 orang dengan tingkat pendidikan 
sarjana (S1 atau D4) dan 13 orang dengan tingkat pendidikan pascasarjana (S2). 
Perbedaan fungsi dan tugas dari masing-masing pegawai disesuaikan dengan 
pangkat dan golongan masing masing pegawai. Dari jumlah 104 pegawai, orang yang 
telah memiliki golongan IV berjumlah 7 orang, sedangkan golongan III berjumlah 64 
pegawai, dan sisanya yaitu 30 orang memeiliki golongan II. Sebagian besar pegawai KPP 
Pratama Makassar Selatan adalah usia produktif, dengan rentang waktu 19-29 tahun 
yang berjumlah 30 orang atau 31 %, kemudian hampir 67 % termaksud dalam usia 
golongan menengah atau berjumlah 64 orang, sedangkan yang mendekati pension 
berjumlah 8 orang. Pembagian pegawai berdasarkan golongan umur seperti yang 
terlihat dalam grafik berikut: 
Kemudian berdasarkan daftar investasi KPP Pratama Makassar Selatan, jumlah 
nilai asset KPP Pratama Makassar Selatan sebesar Rp. 6. 895. 487. 915,- nilai asset 
tersebut meliputi bebrabgai peralatan, mesin dan lainnya. Selama tahun anggaran 2012 
terjadi penambahan asset senilai Rp. 185.856.000,-. Masih dalam rangka mendukung 
kinerja KPP Pratama Makassar Selatan peningkatan kualitas sumber daya manusia 
menjadi salah satu perhatian utama. Tercatat dalam tahun 2012, KPP Pratama Makassar 
Selatan mengadakan 84 kali in-housetraining, diantaranya adalah in-housetraning rutin 
untuk accountrepresentative, dan in-housetraning mengalami peraturan-peraturan terbaru 
untuk meningkatkan kompetensi pegawai KPP pratamamakassar selatan mulai dari 
inhousetraning tata naskah dinas. Aplikasi kinerja pegawai, optimalisasi pemanfaatan 
internet, pelayanan prima, PPN atas kegiatan membangun sendiri dan sebagainya. 
Disamping inhousetraning, KPP pratamamakassar selatan turut aktif mendorong 
pegawai untuk mengikuti diklat baik yang diselenggarakan oleh pusat  
pendidikan dan pelatihan (pusdiklat) pajak maupun dari pusdiklat lain seperti dari  
pusdiklat anggaran dan perbendaharaan. Berdasarkan data kepegawaian, selama tahun 
2012 tercatat sejumlah 60 pegawai telah diusulkan kenaikan gaji berkala dan selama 
tahun 2012 pegawai yang diusulkan untuk naik pangkat pada april 2012 sejumlah 33 





sub bagian umur sejumlah 6 pegawai.  Dalam rangka meningkatkan kenyamanan bagi 
para pegawai, KPP Pratama Makassar Selatan telah melakukan perbaikan terhadap 
berbagai fasilitas diantaranya ruang rapat, ruang tempat pelayanan terpadu, serta aula 
KPP Pratama Makassar selatan.Kenyamanan pegawai menjadi prioritas pentingkarena 
dengan menjadikan pegawai nyaman bekerja, kinerja dan produktifitas dapat 
ditingkatkan.KPP Pratama Makassar Selatan menggunakan motto kerja keras, kerja 
cerdas dan kerja ikhlas. 
       Visi, misi dan nilai dari Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:  
1) Visi :   
Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi 
perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas 
dan profesionalisme yang tinggi. 
2) Misi :    
Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undang-undang 
perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran 
pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif 
dan efisien. 
d. Wilayah Kerja 
KPP Pratama Makassar Selatan adalah salah satu KPP dari 3 KPP pratama  
di Kota Makassar, yang mencakup 4 wilayah administrasi kecamatan, yaitu: 
1) Rappocini  
2) Makassar  
3) Panakukang  





Total luas wilayahnya mencapai 52.94 km2, dengan jumlah penduduk sebanyak 
427.964 jiwa atau 111.184 kepala rumah tangga. Dibandingkan dengan Kota Makassar 
luas wilayah KPP Pratama Makassar Selatan mencakup 30.11 % luas wilayah Kota 
Makassar. Dari luas wilayah tersebut, KPP Pratama Makassar Selatan melingkupi 
sebanyak 28.67 % dari jumlah kelurahan dengan total penduduk sebanyak 31.65 % atau 
sebesar 35.98 % kepala keluarga di Kota Makassar. Dari luas wilayahnya, KPP Pratama 
Makassar Selatan didomisili wilayah Kecamatan Manggala yang mencapai 46% disusul 
oleh Kecamatan Panakukang sebesar 32%, Kecamatan Rappocini 17%, dan terakhir 
Kecamatan Makassar yang hanya 5%, namun demikian, luas wilayah tidak 
mencerminkan potensi pajak, yang salah satunya dilihat dari jumlah penduduknya.  
Berdasarkan penggunaan lahan, hanya 49 % lahan di wilayah kerja KPP Pratama 
Makassar Selatan yang dihuni dan dijadikan bangunan yaitu mencapai 1.251 Ha, 
selebihnya 51 % masih berupa sawah atau kebun (BPS Kota Makassar). Lahan yang 
banyak berupa sawah dan kebun terdapat di Kecamatan Manggala, hal tersebut berbeda 
dengan Kecamatan Makassar dan Kecamatan Panakukang. Hal ini menunjukkan adanya 
kegiatan usaha produktif yang terkonsentrasi di tiga kecamatan yaitu : Panakukang, 
Makassar dan Rappocini. 
B. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/201 
Direktorat Jenderal Pajak dalam proses menghimpun pajak, menerapkan 
beberapaaturan dalam menentukan pajak yang harusdibayarkan oleh Wajib Pajak, salah 
satu diantaranya adalah PenghasilanTidak Kena Pajak (PTKP) dan yang dikenakan 
terhadap penghasilan kena pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Fasilitas tersebut diberikan 
kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) agar tercipta keadilan pada setiap Wajib 
Pajak dari WP kaya berpenghasilan tinggi sampai dengan WP yang berpenghasilan 





terbebani dengan beban pajak yang harus dibayarnya. Salah satu fasilitas yang diberikan 
DJP adalahPTKP, PTKP digunakan untuk menghitungbesarnya penghasilan kena pajak 
dari WajibPajak Orang Pribadi dalam negeri yang bekerja sebagai 
pagawai/karyawan/buruh/ memilikipekerjaan bebas, yang memilki penghasilan.  
Penetapan besarnya PTKP tersebut telah disesuaikan dengan perkembangan ekonomi 
dan moneter serta harga kebutuhan pokok yang setiap waktu semakin 
meningkat.Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yangditetapkan sejak reformasi 
perpajakan tidak memilki nilai yang tetap, dari tahun 1983 sampai dengan tahun 2016 
batasan penghasilan tersebut terus mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- 
perbulan atau Rp. 54.000.00,- pertahunnya.Penyesuaian batasan Penghasilan Tidak 
Kena Pajak (PTKP), harapan pemerintah adalah kenaikan ini dapat memberikan efek baik 
untuk pertumbuhan, sehingga daya beli masyarakat juga semakin besar. Berikut adalah 
rincian besaran PTKP 2016 setelah penyesuaian : 
Tabel 4.5 Rincian Besaran PTKP 2016 Setelah Penyesuaian 
No Keterangan Besaran PTKP 
1 Wajib Pajak Orang Pribadi Rp. 54.000.000,- 
2 Tambahan Wajib Pajak yang Kawin Rp. 4.500.000,- 
3 Tambahan untuk seorang istri yang 
penghasilannya digabung dengan 
penghasilan suami 
Rp. 54.000.000,- 
4 Tambahan untuk setiap anggota keluarga 
sedarah dalam satu garis keturunan lurus 
satu derajat yang menjadi tanggungan 
sepenuhnya. 
Rp. 4.500.000,- 
5 Tambahan untuk setiap anggota keluarga 
semenda dalam satu garis keturunan lurus 







Atas tambahan tersebut diatas paling banyak diberikan untuk 3 (tiga) orang. Yang 
dimaksud dengan “anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya” adalah 
anggota keluarga yang tidak mempunyai hidupnya ditanggung oleh wajib pajak.Ditengah 
perlambatan ekonomi global kebijakan tersebut diambil agar daya beli masyarakat 
meningkat.PTKP identik dengan standar biaya hidup, berkurangnya pajak penghasilan 
diharapkan membuat masyarakat bisa menikmati lebih banyak penghasilannya dalam 
bentuk konsumsi maupun saving/ tabungan. Dengan begitu pemasukan dari jenispajak 
yang lain seperti PPN (Pajak pertambahan Nilai) dan pajak atas bunga dari 
saving/tabungan akan meningkat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan 
kepada kepala seksi ekstensifikasi dan penyuluhan KPP Pratama Makassar Selatan, yang 
menyatakan bahwa: 
“humm  ke ijakan pemerintah menaikan PTKP dimaksudkan untuk 
meningkatkan daya beli masyarakat, dengan besarnya PTKP otomatis dari gaji 
seseorang itu akan lebih banyak yang tidak kena pajaknya sehingga masyarakat 
akan le ih untuk digunakan se agai konsumsi … digunakan untuk saving 
(menabung) sehingga dengan meningkatnya daya beli masyarakat otomatis 
perekonomian akan bergerak sehingga masyarakat bisa membeli lebih banyak 
 arang … dengan  ergeraknya perekonomian otomatis ekonomi akan maju”. 
(Hasil wawancara dengan Kepala Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama 
Makassar Selatan, tanggal 10 Januari 2017). 
 
Hasil percakapan dengan Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dari 
sebuah wawancara di kantor pajak siang itu menunjukkan bahwa  kebijakanPMK 
menaikan PTKP adalah suatu keputusan yang baik untuk meningkatkan penghasilan 
Negara dalam hal ini Pajak Pertambahan nilai (PPN). Sedangkan menurut sekertaris seksi 
ekstensifikasi dan penyuluhan KPP Pratama Makassar Selatan, mengatakan hal yang 
tidak jauh berbeda yaitu bahwa: 
“ke ijakan pemerintah dalam menaikkan  esarnya PTKP sudah tepat karena 
pastinya akan  erim as positif ke masyarakat … keputusan ini dapat 





Sekertaris Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Makassar Selatan, tanggal 
10 Januari 2017). 
 
Suasana yang sama dan ditempat yang sama, Sekertaris Seksi Ekstensifikasi dan 
Penyuluhan KPP Pratama Makassar Selatan menjelaskan dengan cukup singkat mengenai 
pendapatanya tentang kenaikan besarnya PTKP 2016 berdampak baik ke masyarakat. 
Sebagai seorang aparatur pajak beliau sangat setuju dengan keputusan pemerintah dalm 
menaikan besarnya PTKP. Dengan suasana yang sangat sepi di Kediaman salah satu 
wajib pajak orang pribadi mengungkapkan hal yang sama dengan kepala dan sekertaris 
ekstensifikasi dan penyuluhan: 
“kenaikan PTKP 2016 ini untuk mendorong daya konsumtif masyarakat itu 
sendiri, sehingga daya konsumtif naik pendapatan pun meningkat, antara 
kenaikan PTKP ini akan  erkesinam ungan dengan pendapatan dan PPN”. Hasil 
wawancara dengan Wajib Pajak Orang Pribadi, tanggal 15 Februari 2017, pukul 
09.00 WITA). 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disumpulkan bahwa kebijakan pemerintah 
dalam menaikan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2016 adalah suatu 
bijakan yang sudah benar. Meskipun akan mengurangi jumlah PPh Pasal 21 namun disisi 
yang lain membawa pengaruh yang baik, dilihat dari hasil wawancara antara aparatur 
pajak dan wajib pajak yang beranggapan bahwa kenaikan PTKP ini akan berimbas pada 
penerimaan yang lebih pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hal ini dikarenakan 
meningkatnya daya beli masyarakat yang akan berkesinambungan dengan kenaikan 
PPN. Kenaikan PTKP 2016 yang semula Rp. 36.000.000,00 pertahun menjadi Rp. 
54.000.000,00 pertahun menyebabkan wajib pajak yang sebelumnya membayar pajak 
menjadi tidak membayar pajak, sehingga wajib pajak yang tidak lagi membayar pajak 





Indonesia sebagai negaraislammenganjurkan kita agar pada saat berbelanja atau 
melakukan kegiatan konsumsi tidak berlebihan atau boros. Hal ini dikarenakan sifat 
boros adalah gaya hidup gemar berlebih lebihan dalam menggunakan harta, uang 
maupun sumber daya yang ada demi kesenangan saja. Allah SWT menyuruh kita untuk 
hidup sederahana dan hemat, karena jika semua orang menjadi boros maka suatu 
bangsa bisa rusak atau hancur, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-
Furqan/25; 67: 
                         
Terjemahya: 
Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, 
dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara 
yang demikian. 
 
Ayat diatas dengan jelas menyebutkan, apabila manusia atau orang yang beriman yang 
ingin membelanjakan sesuatu, maka ketika membelanjakan tersebut dia tidak boleh 
terlalu boros, juga tidak boleh terlalu kikir.Jadi, tidak boleh ada sikap boros, dan tidak 
boleh juga kikir, melainkan berada di tengah-tengah. Allah juga mengingatkan, bahwa 
sifat bermegah-megahan itu tidak baik, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah 
At-Takasur/102;1-2 : 
                     
Terjemahnya: 







Tetapi jangan juga karena mengingat akan kebutuhan kita, lalu tidak mau mengeluarkan 
apa yang kita miliki, hingga zakat sekalipun tidak mau dikeluarkan. Itulah orang yang 
kikir sebenarnya.Dalam hal ini, kita harus bersikap moderat, tidak kikir dan tidak juga 
boros, namun berada diantara keduanya.Oleh sebab itu, kenaikan besarnya PTKP 2016 
ini harus disikapi dengan baik oleh wajib pajak.Dalam hal ini, wajib pajak orang pribadi 
yang tidak dikenai pajak penghasilan diharapkan agar tidak berlaku boros saat 
melakukan kegiatan konsumtif. 
Penyesuaian besarnya PTKP sebagaimana tersebut di atas telah ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 
tentangPenyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.Penetapan besarnya PTKP 
tersebuttelah disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta harga 
kebutuhan pokokyang semakin meningkat.Selain itu, penyesuaian besarnya PTKP juga 
terkait dengan perlunya kebijakan untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi global, 
sebagai dampak krisisfinansial Eropa dan Amerika Serikat yang berpotensi menurunkan 
daya beli masyarakat.Dengan penyesuaian besarnya PTKP diharapkan dapat 
meningkatkan daya beli masyarakatyang akan dapat berdampak pada peningkatan 
produk domestik bruto nasional, baik melaluikonsumsi maupun peningkatan tabungan.  
Besarnya PTKP sejak 1 Januari 2016 dalam rangka pemotongan Pajak Penghasilan bagi 
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima ataumemperoleh penghasilan 
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan namadan dalam bentuk 
apapun (PPh Pasal 21) dan pelaporan Pajak Penghasilan dalam SPT Tahunan PPh Orang 
Pribadi Tahun 2016 dan seterusnya adalah sebesar Penghasilan TidakKena Pajak 
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 





C. Penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Makassar Selatan setelah adanya 
perubahan PTKP 2016 
Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, 
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak 
orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan 
kegiatan. Subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah penerima penghasilan yang dipotong 
PPh Pasal 21, terdiri atas pegawai yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja 
secara berkala, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah, dan orang 
pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau 
kegiatan dari pemotong pajak.Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang bersifat 
withholding system, yaitu pajak yang dipotong oleh orang lain atau pihak ketiga. 
Perhitungan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayar oleh wajib pajak 
dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak 
berdasarkan pasal 17 UU pajak penghasilan. Besarnya jumlah penghasilan kena pajak 
dari wajib pajak dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan 
penghasilan tidak kena pajak. 
KPP Pratama Makassar Selatan melayani daerah-daerah yang memiliki aktivitas 
perekonomian cukup tinggi terutama di Kecamatan Panakukang, Makassar, dan 
Rappocini. Berikut data penerimaan PPh pasal 21 KPP Pratama Makassar Selatan 
sebelum dan setelah PTKP 2016. 
Tabel 4.7 Penerimaan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah PTKP 2016 
Tahun SPM MPN Efektivitas 
2015 48,433,428,364 107,751,775,329 45% 





Sumber: Data diolah dari KPP Pratama Makassar Selatan (2017) 
Data di atas menunjukkan penerimaan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah 
penyesuaian besarnya PTKP 2016 di KPP Pratama Makassar Selatan dengan menghitung 
Surat Perintah Membayar (SPM) dan Modul Penerimaan Negara (MPN). Penerimaan PPh 
pasal 21 pada tahun 2016 cenderung lebih sedikit yaitu 42% dibanding dengan 
penerimaan PPh pasal 21 pada tahun 2015 yaitu 45%. Penurunan PPh pasal 21 ini  
dipengaruhi oleh kebijakan di bidang perpajakan, salah satunya kebijakan penyesuaian 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dalam jangka pendek, kebijakan PTKP diperkirakan 
akan menurunkan penerimaan perpajakan dari pajak penghasilan, namun dalam jangka 
panjang kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan multiplier  effectyang positif 
sebagai akibat dari peningkatan daya beli masyarakat sehingga mampu mendorong 
pertumbuhan ekonomi nasional (Nota keuanagan dan RAPBN, 2017). 
Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ini sangat diharapkan untuk untuk 
menciptakan multiflyer effect dibidang perpajakan. Semakin banyak orang yang 
berbelanja akan membuat koperasi penghasil produk barang dan jasa untuk dikonsumsi. 
Sehingga omzetnya bertambah demikian juga dengan labanya yang kemudian nantinya 
akan dipajaki. Pajak yang terkumpul dalam pundi-pundi APBN pun akan meningkat dan 
harapan mampu mencapai target sebagaimana yang dibebankan tersebut. 
D. Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Makassar Selatan 
Eliyani (1989) dalam Nugroho (2006) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak 
didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan informasi yang  diperlukan, mengisi 
secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar  pajak pada waktunya tanpa 
tindakan pemaksaan. Oleh karena itu dapat  dirumuskan bahwa seorang wajib pajak yang 





menghitung pajak dengan  benar, dan membayar pajak tepat waktu. Beberapa langkah 
yang ditempuh oleh aparatur pajak di KPP Pratama Makassar Selatan dalam 
meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajaknya, hal ini sesuai dengan hasil wawancara 
dengan kepala ekstensifikasi dan penyuluhan KPP Pratama Makassar Selatan, yaitu: 
“ada  e erapa langkah yang ditempuh  pertama: dalam internal KPP sendiri yaitu 
apabila ada wajib pajak yang datang untuk konsultasi otomatis akan 
diberitahukan secara langsung, kedua: membuat spanduk-spanduk, membuat 
biner-biner, selain itu disetiap sosialisasi-sosialisasi yang diadakan selalu 
menyisipkan materi materi mengenai kepatuhan wajib pajak.(Hasil wawancara 
dengan Kepala Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Makassar Selatan, 
tanggal 10 Januari 2017, pukul 09.00 WITA). 
 
Transkripsi wawancara diatas menunjukkan bahwa , dalam mensosialisasikan PTKP 2016 
pihak pihak aparatur pajak banyak langkah yang mereka tempuh, baik memberitahukan 
secara langsung kepada wajib pajak yang berkunjung sampai ke Kantor Pajak, hingga 
sosialisasi-sosialisasi dengan menggunakan beberapa media dan juga meyakinkan para 
wajib pajak mengenai manfaat yang akan mereka rasakan jika membayar pajak dengan 
patuh. Hal ini sesuai dengan  hasil wawancara dengan Sekertaris ekstensifikasi dan 
penyuluhan KPP Pratama Makassar Bahwa: 
“dengan meyakinkan masyarakat  ahwa pem angunan ini tidak akan ada tanpa 
pajak... dengan adanya fasilitas-fasilitas seperti rumah sakit, jalan jalan, dan 
keamanan semua itu dibiayai karena adanya pajak dan pajak itu bersumber dari 
masyarakat itu sendiri... Sehingga selalu di yakinkan bahwa masyarakat juga 
turut andil dalam pem angunan ini dengan mereka mem ayar pajak”. Hasil 
wawancara dengan Sekertaris Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama 
Makassar Selatan, tanggal 10 Januari 2017, pukul 10.00 WITA). 
 
Berdasarkan wawancara dengan Sekertaris Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan beliau 
berpendapat bahwa banyak langkah yang mereka tempuh agar wajib pajak taat dalam 






“Sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur pajak memang ada namun perlu di 
perluas, karena ada beberapa wajib pajak yang mengetahui adanya kenaikan 
PTKP ini setelah berkunjung ke kantor pajak”.  Hasil wawancara dengan Waji  
Pajak Orang Pribadi, tanggal 15 Februari 2017, pukul 17.30 WITA). 
 
Transkripsi wawancara diatas menunjukan bahwa ada banyak langkah-langkah yang telah 
di tempuh oleh aparatur pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak namun 
langkah tersebut belum maksimal dirasakan oleh wajib pajak, hal ini dikarenakan masih 
ada wajib pajak yang baru mengetahui adanya perubahan PTKP setelah berkunjung ke 
kantor pajak.  Kondisi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Selatan dihitung 
berdasarkan jumlah wajib pajak yang dapat diperhatikan pada tabel berikut: 
Tabel 4.6 Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Makassar Selatan 
Tahun  Wajib Pajak Tidak Patuh Patuh Kepatuhan 
(%) 
2012 109.691 1.956 107.735 98,22% 
2013 118.601 1.652 116.949 98,61% 
2014 132.502 1.972 130.530 98,51% 
2015 144.696 3.023 141.673 97,91% 
2016 156.718 1.858 154.860 98,82% 
Sumber: data diolah dari KPP Pratama Makassar Selatan 2017 
Data di atas menunjukkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Selatan 
dengan menghitung rasio wajib pajak yang telah membayar pajak terutang tepat waktu 
dengan jumlah wajib pajak. Wajib Pajak yang termasuk dalam kategori tidak patuh relatif 
kecil akan tetapi jika tidak diperhatikan maka jumlahnya akan meningkat. Hal tersebut 
terjadi pada tahun 2015 dimana tingkat kepatuhan menurun dari tahun sebelumnya yaitu 
dari 98,51 menjadi 97,91%. Untuk menekan jumlah tersebut pihak pemerintah 





2016. Langkah yang tempuh oleh pemerintah ini secara langsung meningkatkan tingkat 
kepatuhan wajib pajak, hal ini terbukti pada tahun 2016 tingkat kepatuhan wajib pajak 
meningkat menjadi 98,82% dari tahun tahun sebelumnya. 
Sesuai hasil wawancara dengan aparatur pajak dalam hal ini sekertaris seksi ekstensifikasi 
dan penyuluhan KPP Pratama Makassar Selatan, mengatakan bahwa: 
“tingkat kesadaran dan kepatuhan waji  pajak se elum dan setelah adanya PTKP 
2016 secara umum meningkat, namun memang tidak terlalu signifikan, dan 
dampaknya yang ditimbulkan tidak dengan secara langsung tahun ini namun akan 
 erdamapak pada tahun yang akan datang”.  Hasil wawancara dengan Sekertaris 
Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Makassar Selatan, tanggal 10 
Januari 2017, pukul 10.00 WITA). 
 
Transkripsi wawancara diatas menegaskan bahwa adanya kenaikan PTKP 2016 ini  
adalah suatu kebijakan yang tepat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dimana 
tingkat kepatuhan mengalami peningkatan baik meskipun tidak terlalu signifikan. Ini 
terlihat dari cara Sekertaris Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Makassar 
dalam wawancara yang menyatakan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP 
Pratama Makassar Selatan setelah adanya penyesuaian PTKP 2016 meningkat.  
E. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perubahan PTKP 2016 
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah besaran nilai yang ditentukan oleh 
pemerintah yang digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto pada saat menghitung 
pada saat menghitung pajak penghasilan Orang Pribadi baik PPh Orang Pribadi maupun 
PPh pasal 21. Dengan kata lain PTKP adalah batasan penghasilan yang dikenai pajak 
penghasilan. Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP) menurut sejarahnya sudah beberapa 
kali dilakukan perubahan menyesuaikan dengan perkembangan jaman atau menyesuaikan 
dengan kondisi perekonomian di Indonesia.Tepatnya PTKP sudah Sembilan kali 
dilakukan perubahan dari pertama kali ditetapkan tahun 1983. Pada waktu itu PTKP 





Kenaikan batasan Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP) maka memberikan 
konsekuensi baik kepada pemerintah dalam hal ini adalah penerimaan Negara dari pajak 
dan juga konsekuensi bagi wajib pajak. Bagi pemerintah, kenaikan batasan Penghasilan 
Tidak Kena Pajak (PTKP) akan mengakibatkan penerimaan pajak dari jenis PPh pasal 21 
akan berkurang. Hal ini karena jumlah karyawan yang penghasilan dari gaji lebih dari 
batasan PTKP sebesar Rp. 4.500.000,- perbulan menjadi semakin berkurang. 
Sesuai dengan hasil wawancara dengan aparatur pajak yaitu kepala seksi 
ekstensifikasi dan penyuluhan, bahwa: 
“dengan adanya PTKP otomatis akan ada  anyak uang yang tidak dikenai pajak  
sehingga penghasilan tersebut yang tidak kena pajak dapat digunakan untuk 
melakukan kegiatan seperti konsumsi maupun saving  mena ung ”.(Hasil 
wawancara dengan Kepala Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama 
Makassar Selatan, tanggal 10 Januari 2017, pukul 10.00 WITA). 
 
Hasil percakapan tersebut menunjukkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
mengalami kenaikan, hal ini terlihat dari ada banyak penghasilan yang tidak dikenai 
pajak, sehingga penghasilan yang tidak kena pajak tersebut dapat digunaka untuk 
kegiatan konsumsi. Sekertaris Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama 
Makassar Selatan dalam wawancara tersebut secara jelas mengatakan bahwa dampak dari 
kenaikan PTKP 2016 ini untuk meningkatkan daya konsumsi masyarakat maupun saving 
yang akan berimbas kepada pertambahan Pajak pertambahan Nilai (PPN). 
Dari hasil wawancara dengan salah satu wajib pajak, menyatakan bahwa: 
 
“ada dua dampaknya … pertama dampak positif dan yang kedua negatif. 
Kenaikan PTKP ini berpengaruh kepada pemerintah dan wajib pajak, dampak 
positif bagi pemerintah dalam hal ini menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 
dilihat dari dampak negatifnya penghsilan PPh Pasal 21 akan  erkurang … dari 
sisi positif bagi pemerintah akan meningkatkan daya konsumtif dan 
meningkatkan daya beli masyarakat. Bagi wajib pajak, dampak positifnya akan 
memiliki banyak peluang untuk membelanjakan uangnya bagi yang tidak 





untuk PPh pasal 21”. Hasil wawancara dengan Waji  Pajak Orang Pri adi  
tanggal 15 Februari 2017). 
 
Sedikit terbata-bata, wajib pajak menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan 
akibat kenaikan PTKP 2016 ini. Menurutnya kenaikan tersebut memberikan dampak 
positif dan negative kepada pemerintah dan wajib pajak.Dari hasil wawancara antara 
aparatur pajak dan wajib pajak dimana kenaikan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak 
(PTKP) akan memberikan efek naiknya tingkat daya beli masyarakat, daya investasi dan 
kemampuan masyarakat untuk menabung. Sehingga diharapkan dengan naiknya tingkat 
daya beli masyarakat juga akan menaikkan penerimaan pajak dari jenis Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN). Selanjutnya konsekuensi kenaikan Penghasilan Tidak Kena 
Pajak (PTKP) bagi wajib pajak, terutama adalah wajib pajak badan yang biasanya 
terdapat golongan PPh pasal 21 atas gaji karyawannya maka harus menghitung kembali 
PPh pasal 21 yang terutang dimulai dari masa berlakunya PTKP baru 2016 yaitu 1 
Januari sampai dengan 1 Juni 2016. Sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala seksi 
ekstensifikasi dan penyuluhan, bahwa: 
“Penghitungan kem ali PPh pasal 21 atas gaji karyawan oleh waji  pajak  adan 
dipastikan akan menimbulkan kelebihan pemotongan PPh pasal 21 masa januari 
2016 sampai dengan masa Juni 2016…. Atas kele ihan pem ayaran terse ut 
dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya dengan cara melakukan 
pembetulan SPT PPh Pasal 21 masa Januari 2016 sampai dengan masa Juni 
2016”.(Hasil wawancara dengan Kepala Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP 
Pratama Makassar Selatan, tanggal 10 Januari 2017). 
 
Ruangan khusus wawancara yang disediakan oleh aparatur pajak dengan kondisi 
ruangan yang cukup tenang, Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama 
Makassar Selatan mencoba menjelaskan bagaimana konsekuensi yang dihadapi oleh 
aparatur pajak dengan adanya kenaikan PTKP 2016. Dari hasil wawancara tersebut 
sejauh ini konsekuensi yang ditemui oleh aparatur pajak hanya pada pembetulan SPT  





berbeda di ungkapkan oleh sekertaris seksi ekstensifikasi dan penyuluhan yang 
menyatakan bahwa: 
“Dampak yang di erikan dengan adanya peru ahan PTKP ini efeknya ada 
banyak pembetulan SPT tahunan”.(Hasil wawancara dengan Sekertaris 
Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Makassar Selatan, tanggal 10 
Januari 2017). 
 
Hasil wawancara tersebut secara garis besar Penghasilan Tidak Kena Pajak 
(PTKP) digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan tidak kena pajak dari wajib 
pajak orang pribadi di SPT tahunannya. Penghsilan Kena Pajak (PKP) yang menjadi 
dasar perhitungan pajak penghasilan (PPh) terutang dihitung dari hasil pengurangan 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)terhadap penghasilan neto wajib pajak dalam 
setahun. Dengan demikian apabila penghasilan setahun jumlahnya tidak melebihi 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka tidak akan terutang PPh dalam tahun pajak 
yang bersangkutan. 
F. Kendala-Kendala Dalam Penerapan PTKP 2016 
Pemerintah melalui berbagai instrument kebijakan yang dimiliki, dalam hal ini 
kebijakan fiscal memiliki peran yang strategis dalam mempengaruhi jalannya 
perekonomian agar arahnya sesuai yang diharapkan, baik melalui instrument pengeluaran 
pemerintah ataupun melalui instrument perpajakan.Perekonomian nasional yang sedang 
dalam kondisi perlambatan terutama akibat ekonomi global yang sedang dalam situasi 
ketidakpastian dan gejolak, pemerintah, melalui instrument kebijakan fiskal telah 
berupaya keras untuk mendorong kinerja perekonomian.Dari sisi spending (pengeluaran 
negara), berbagai program kesejahteraan sosial untuk mendukung daya beli masyarakat, 
khususnya golongan bawah, sudah banyak digulirkan.Dari sisi penerimaan, melalui 
instrument perpajakan pemerintah juga telah memberikan beberapa kebijakan insentif 





nasional. Yang paling mutakhir, pemerintah baru saja meluncurkan kebijakan 
penyesuaian besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari yang sebelumnya 
sebesar Rp. 36.000.000,- menjadi sebesar Rp. 54.000.000,- untuk diri wajib pajak orang 
pribadi.  
Ketentuan mengenai Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) ini sendiri diatur 
dalam pasal 7Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
sebagaimana telah diubah beberapa hari terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2008 (UU PPh) yang memungkinkan pemerintah untuk melakukan penyesuaian 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) melalui Menteri Keuangan setelah melakukan 
konsultasi dengan DPR. Dengan demekian, sejak berlakunya Peraturan menteri Keuangan 
terkait penyesuaian Penghasilan tidak Kena Pajak ini.Maka secara efektif besaran 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) baru tersebut mulai berlaku sebagai dasar 
perhitungan kewajiban pajak PPh Orang pribadi untuk tahun pajak 2016 atau per 1 
Januari 2016. 
Penyesuaian PTKP 2016 ini memunculkan kendala yang ditemui wajib pajak saat 
akan memasukkan referensi nominal PTKP kedalam aplikasi eSPT Masa PPh Pasal 21. 
Berlakunya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru ini mulai tahun pajak 2016, 
maka masa berlaku penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebelumnya harus dibatasi 
sampai dengan 2015, padahal PTKP sebelumnya baru berlaku mulai tahun 2015. Maka 
jika kita membatasi PTKP sebelumnya sampai dengan tahun 2015 akan muncul error. 
Penyebabnya adalah karena pada tahun 2015 mucul dua kali, pada tahun mulai berlaku 
sampai dengan. Namun dengan pihak KPP Pratama Makassar sendiri tidak menemui 
kendala dengan adanya perubahan PTKP ini, hal ini sesuai hasil wawancara dengan 
kepala seksi ekstensifikasi dan penyuluhan, bahwa: 
“kalau kesulitan tidak ada  paling sekarang dalam tahap sosialisasi-sosialisasi 





Kepala Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Makassar Selatan, tanggal 
10 Januari 2017). 
 
Transkripsi wawancara tersebut menunjukkan bahwa dari pihak aparatur pajak 
tidak menemukan kendala atas perubahan PTKP 2016 dan masih dalam tahap 
sosialisasi-sosialisasi ke masyarakat.Hal yang sama juga disampaikan oleh Wajib 
Pajak dalam hasil wawancara bahwa: 
“Bagi waji  pajak sendiri tidak menemukan kendala  hanya saja dalam 
perusahaan bagian keuangan otomatis harus disesuaikan kembali dari bulan 
Januari jadi menim ulkan perhitungan  aru”.”.  Hasil wawancara dengan Wajib 
Pajak Orang Pribadi, tanggal 15 Februari 2017). 
 
Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dari aparatur pajak maupun wajib 
pajak tidak menemukan kendala atas perubahan kenaikan PTKP 2016, hanya saja 
perusahaan tempat bekerja wajib pajak harus menyesuaikan kembali perhitungan SPT 




















Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga rumusan masalah dan dari 
hasil pembahasan dapat disimpulkan: 
1. Terkait bagaimanakah pengaruh peningkatan PTKP terhadap penerimaan 
pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama makassar Selatan yaitu 
penerimaan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah penyesuaian besarnya PTKP 
2016 di KPP Pratama Makassar Selatan dengan menghitung SPM dan MPN. 
Penerimaan PPh pasal 21 pada tahun 2016 mengalami penerunan dibanding 
dengan penerimaan PPh pasal 21 pada tahun namun dalam  jangka panjang 
kebijakan kenaikan besarnya penuesuainan PTKP 2016 ini  mampu 
menciptakan  multiplier  effect yang positif sebagai akibat dari  peningkatan 
daya beli masyarakat  sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi 
nasional.  
2. Terkait bagaimanakah upaya KPP  Pratama Makassar Selatan dalam 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi setelah adanya kenaikan 
besaran tarif PTKP 2016. Dimana tingkat kepatuhan wajib pajak yang 
terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan mengalami peningkatan dari 
tahun sebelumnya . 
3. Tidak ada kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama makassar Selatan 
dalam meningkatkan pendapatan negara dari wajib pajak orang pribadi 





B. Implikasi Penelitian 
Implikasi penelitian yang diajukan oleh peneliti berupa saran-saran atas 
keterbatasan yang ada untuk perbaikan pada masa mendatang, diantaranya : 
1. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengaruh kenaikan 
PTKP 2016 terhadap PPh Pasal 21, sehingga diharapkan kedepannya agar 
data-data yang berkaitan dengan penerapan PTKP dapat dikaji lebih luas lagi 
untuk menjelaskan hal yang tidak dipahami. 
2. Informan aparatur pajak dan  wajib pajak dalam penelitian selanjutnya 
lebih baik jika diperbanyak untuk menjamin keakuratan informasi. 
3. Referensi yang digunakan penelitian selanjutnya harus lebih banyak lagi 
untuk menjamin keakurakan hasil penelitian. 
C. Saran 
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan maka 
terdapat beberapa hal yang dapat disarankan antara lain:   
1. Dalam penerapan PTKP 2016,  penerimaan PPh Pasal 21 mengalami 
penurunan, KPP Pratama Makassar Sebagai aparatur pajak harus sigap 
dalam mengambil langkah yang tepat agar perubahan PTKP 2016 ditahun 
yang akan datang bukan lagi menurunkan penerimaan PPh Pasal 
21melainkan meningkatkan Penerimaan PPh Pasal 21. 
2. Pihak KPP Pratama Makassar Selatan harus mempunyai terebosan terbaru 
dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak agar kenaikan besaran 





pajak namun jugamendorong agar tingkat kepatuhan wajib pajak  
mengalami peningkatan dari tahun ketahun. 
3. Meskipun dalam penerapan PTKP 2016 ini pihak KPP Prtama Makassar 
Selatan tidak menemui kendala, mereka tetap harus berhati hati agar 
kedepannya perubahan ini tidak menimbulkan kendala dan wajib pajak 
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Hasil wawancara dengan Sekertaris Seksi Estensifikasi dan Penyuluhan 
Makassar, 10 Januari 2017 
BapakAndi Rahadi 
 
1. Apakah menurut bapak kebijakan pemerintah dalam menaikan besarnya PTKP 
sudah tepat? 
Kebijakan pemerintah dalam menaikkan besarnya PTKP sudah tepat 
karena berimbas positif kemasyarakat, dapat meningkatkan daya beli 
masyarakat yang tengah lesu. 
2. Berapa besar sumber penerimaan PPh Pasal 21 setelah penyesuaian PTKP 
2016 yang tecatat di KPP Pratama Makassar Selatan? 
Besarnya penerimaan PPh Pasal 21 setelah adanya kenaikan PTKP 2016 
ini jumlahnya memang menurun. 
3. Bagaimana aparatur pajak sebagai pemerintah dapat membangun kepercayaan 
masyarakat terhadap PTKP, serta meyakinkan masyarakatnya untuk turut 
melaporkan dirinya sebagai wajib pajak? 
Dengan meyakinkan masyarakat bahwa pembangunan ini tidak akan ada 
tanpa pajak, dengan adanya fasilitas-fasilitas seperti rumah sakit, jalan-
jalan, dan keamanan serta lain-lainnya itu dibiayai oleh adanya pajak 
dan pajak itu bersumber dari masyarakat itu sendiri. 
4. Selain berdampak kepada sumber penerimaan PPh Pasal 21 dan jumlah wajib 
pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan, apakah ada dampak 




Dampak yang diberikan dengan adanya kenaikan PTKP ini efeknya ada 
banyak pembetulan SPT tahunan. 
5. Bagaimana pendapat bapak mengenai hubungan antara PTKP dan daya beli 
masyarakat? 
Adanya kenaikan PTKP 2016 ini memberikan pengaruh terhadap daya 
beli masyarakat, hal ini dikarenakan banyak wajib pajak yang gaji atau 
upahnya tidak mencukupi penghasilan tidak kena pajak yaitu Rp. 
4.500.000,- perbulannya sehingga mereka akan lebih banyak untuk 
membelanjakan uang mereka untuk keperluan konsumsi sehingga hal ini 





Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Estensifikasi dan Penyuluhan 
Makassar, 10 Januari 2017 
Bapak Farid Wajidi 
 
6. Bagaimana pendapat Bapak mengenai Perturan Menteri Keuangan Nomor 
101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena 
pajak? 
Kebijakan pemerintah dalam menaikkan PTKP dimaksudkan untuk 
meningkatkan daya beli masyarakat, dengan besarnya PTKP otomatis 
dari gaji seseorang itu akan lebih banyak yang tidak kena pajaknya 
sehingga masyarakat akan lebih digunakan sebagai konsumsi, digunakan 
untuk saving (menabung) sehingga dengan meningkatnya daya beli 
masyarakat otomatis perekonomian akan bergerak sehingga masyarakat 
bisa membeli lebih banyak barang, dengan bergeraknya perekonomian 
otomatis ekonomi akan maju. 
7. Makassar Selatan sebelum dan setelah adanya perubahan besarnya PTKP 
2016? 
Secara garis besar tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP 
Pratama Makassar Selatan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, 
meskipun kenaikannya ini tidak terlalu signifikan. 
8. Apakah aparatu pajak KPP Pratama Makassar Selatan melakukan kerjasama 
dengan perusahaan-perusahaan di wilayah Makassar untuk mewajibkan semua 
karyawan yang memiliki penghasilan kena pajak untuk memiliki NPWP atau 
menjadi wajib pajak? 
Kalau kerja sama secara langsung tidak, namun biasanya mengeluarkan 
surat himbauan ke perusahaan-perusahaan yang apabila ada 
karyawannya yang belum punya NPWP  itu biasanya yang dihimbau. 
Dengan melihat ke database kita apakah ada perusahaan-perusahaan 
yang ada di wilayah KPP Pratama Makassar ada karyawannya yang 





9. Dimanakah wilayah administrasi KPP Pratama Makassar Selatan? 
Wilayah administarsi KPP Pratama Makassar Selatan itu anatara lain, 
kecematan Panakukang, Kecematan, Rappocini¸kecematan Makassar 
dan Manggala. 
10. Apa sajakah langkah-langkah yang ditempuh oleh aparatur pajak dalam 
mensosialisasikan PTKP 2016? 
Ada beberapa langkah yang ditempuh, pertama: dalam internal KPP 
Pratama Makassar Selatan sendiri yaitu apabila ada wajib pajak yang 
datang untuk konsultasi otomatis akan diberitahukan secara langsung, 
Kedua: membuat spanduk-spanduk membuat biner-biner, selain iyu, 
disetiap sosialisasi-sosialisasi yang diadakan selalu diselipkan materi-
materi mengenai kepatuhan wajib pajak. 
11. Berapa besar sumber penerimaan PPh Pasal 21 setelah penyesuaian PTKP 
2016 yang tecatat di KPP Pratama Makassar Selatan? 
Penerimaan PPh Pasal 21 yang tercatat di KPP Pratama Makassar 
Selatan setelah adanya PTKP 2016 itu mengalami penurunan. 
12. Selain berdampak kepada sumber penerimaan PPh Pasal 21 dan jumlah wajib 
pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan, apakah ada dampak 
lain yang timbul akibat perubahan PTKP 2016? 
Perhitungan kembali PPh pasal 21 atas gaji karyawan oleh wajib pajak 
badan dipastikan akan menimbulkan kelebihan pemotongan PPh Pasal 
21 masa Januari 2016 sampai dengan masa Juni 2016. Atas kelebihan 
pembayaran tersebut dapat di kompensasikan ke masa pajak berikutnya 
dengan cara melakukan pembetulan SPT masa PPh Pasal 21 masa 
Januari 2016 sampai dengan masa Juni 2016. 
13. Bagaimana pendapat bapak mengenai hubungan antara PTKP dan daya beli 
masyarakat? 
Dengan adanya PTKP akan ada banyak penghasilan yang akan tidak 
dikenai pajak, sehingga penghasilan tersebut yang tidak dikenai pajak 




menabung. Sehingga dengan kenaikan PTKP akan meningkatkan daya 
beli masyarakat. 
14. Apakah ada kesulitan yang dirasakan oleh KPP Pratama Makassar Selatan 
setelah adanya PTKP 2016? 
Kalau kesulitan selama ini tidak ada, paling sekarang dalam tahap 





Pertanyaan untuk wajib pajak orang pribadi yang terdaftar 
 di KPP Pratama Makassar Selatan. 
Makassar, 15 Februari 2017 
Angraini, S.E 
 
1. Bagaimana pendapat Ibu mengenai Peraturan Menteri Keuangan menganai 
PTKP 2016? 
Peraturan Menteri Keuangan mengenai PTKP 2016 ini sudah baik, 
dimana kenaikan PTKP ini akan mempengaruhi konsumtif 
masyarakat yang penghasilannya tidak dikenakan PTKP sehingga 
akan berdampak pada daya beli msyarakat. 
2. Darimanakah anda mengetahui informasi mengenai kenaikan PTKP 2016 
ini? 
Sehubungan dengan hal ini, saya sendiri sebagai wajib pajak yang 
bekerja dibagian keuangan mengetahui informasi mengenai kenaikan 
PTKP diberitahuakn langsung oleh pihak pajak, baik itu melalui 
persuratan atau datang langsung ke kantor pajak. 
3. Apakah menurut Ibu, aparatur pajak telah mensosialisasikan PTKP 2016 
dengan baik? 
Informasi secara langsung ad, namun jika bisa memberikan saran 








4. Apakah Ibu mengetahui apa alasan kenaikan PTKP 2016? 
Untuk mendorong daya beli masyarakat itu sendiri, sehingga daya 
konsumtif naik pendapatan pun meningkat, anatara keduanya saling 
berkesinambungan. 
5. Apa dampak yang Ibu rasakan setelah adanya kenaikan PTKP 2016? 
Dampaknya itu, uang harusnya dibayarkan untuk PTKP karena 
tidak bayar pajak bisa digunakan untuk keperluan konsumtif. 
6. Apakah ada kendala yang ada hadapi setelah adanya kenaikan PTKP 2016, 
jika ada kendala seperti apa? 
Kalau kendala tidak ada, hanya saja dalam perusahaan bagian 
keuangan harus menyesuaikan kembali karena akan memmunculkan 
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